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1. Pendahuluan

(Latar Bclﬂ!{ang)

Pelaksanaan proyek-proyek Konsolidasi Tanah (K/T) di Indonesia telah dilaksanakan secara
luas di seluruh wilayah tanah-air scjak awal tahun 1980an. Penyelenggaraan kegiatan K/T
tersebut telah dilaksanakan terutama unfuk tujuan pengaturan penguasaan tanah tanah yang
tchp scria pcngclolaan pcngguman tanah d'lrlpada untuk pe111:1gk'1t'1|1 mfrastruktur

\\’a!’ulpun scbagi'm bcsar pclaksanaan Kfl‘ yang telah dihksamkan tidak cuklip memberikan
sumbangan bagi perbaikan lingkungan perkotaan melalui pembangunan infrastruktur,
diperkirakan bahwa unsur-unsur penting yang pcrhl dalam sistem pembangunan daerah
perkotaan yang maju telah dipasang. - Lagipula, pe]'iksaman K/T di Indonesia akan
ditingkatkan secara progresif ke arah langkah- langkah yang leblh bcrdaya gum bagl
pembangunan pcrkotmn dan dlperkual secara bcrldhap ' : SR

Demi kunajuan lebih lanjut bagi pclaksanaan K/T serta sumbang'ﬁi yﬁng lebih baik kepada
masyarakat di masa depan, maka sifat dari pelaksanaan K/T yang biasa pcrlu untuk -
dimodiiikasi menjadi aspek- aspek sebagannana mestinya dari suatu pcrencmnan kota yang
menyelurah dan suatu prestasi pembangunan perkotaan yang terpadu seperu proyek proyek

penyesual'm kemball tamh ([ and Readjustment atau L IR) di Jepang o il .

l)alam hal ini, maLa smgat perlu bagl semua pcrsoml yang terkalt untuk mcnjadl llllk—tllll\
' pandang yang berikut tentang proyek- proyck K/T sebagai suatu kebijaksanaan dasar, Titik titik
andang tcrsebut dnknsarkan d'm dmsulkan sebagm Pedom'm dasar bag1 proyek proyek K/[ o

.(Gans hesar)
- Pedmmn chsqr mcnunjukkan petumuk pe(unjuk y'mg pentmg untuk pelaksqnmn proyck scsuzu E
dengan konsep konsep dasar dari proyek K/T sendiri, mengikuti pasal-pasal hukum, seperti (h

~ dalam Undang-undang dan Peraturan K[[, _}ang qkjn d;bmt di dalam tahap yang a_kan _d_at'mg.

‘Pedoman dasar digunakah untuk'niéiiiperbaiki sistem K/T Indonesia termasuk sistem-sistem
" hukum, snslem sistem promosi dan pcndapat pcndapat yang mendukung bag: pemermtah_

daerah, serta perumusan perencanaan dan pelaksaman proyck-proyek Kf]‘dahm I’ih’lp hlnp o

' percobaan

s K*u'ena gans pedoman ini hanya dapat mcmbcnkan suatu kerangkalcontoh mak'a perlu untuk o '
' memperbalkmya selama praktck dllapangan dan pelaksanaan proyek K!T L

- Scmcnlam 1tu proscdur—prosedur praktls bagl perencanaan K/T d'm pelaksaman proyek secara -
_nyata telah dljelaskan tcrplsah dan gans pcdoman 1m dl dalam “Pcdoman Pclaksaman Proyck :
i ' mu’ . L . )

LIE R e
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2. Kerangka Dasar Proyek K/T bagi Pembangunan Perkotaan

Pertama-tama, perlu untuk mencgaskan pengakuan yang umum bahwa K/T (Konsolidasi
Tanah) danfatan L/R (Penyesuaian Kembali Tanah) 111crupak'1n proyek yang unik di dalam -
sistem pembangunan pcrkot‘nn

Mcnurut _sifatnya, proyek-proyek K/T menmiliki ciri-ciri tersendiri scbagai _langkah-langkah
“yang paling berdaya-guna unfuk mewujudkan pembangunan dacrah perkotaan secara
menyeluruh dengan suatu cara terpadu, berbeda dengan metode-metode pembangunan
perkotaan yang lain, seperti pembangunan infrastruktur tersendiri melalui sistem pengambil- -
alihan tanah. Olch karena itu, semua peserta yang berkaitan dengan proyck proyck K/T harus

' sclalu ingat akan sifat-sifat yang melckat ini, yang termasuk:

(l) Pcmbangunan perk{)laan secara menyeluruh dan luas_,

(2) - Metode pemetakan- -ulang tanpa pengambil-alihan tanah,

(3)  Distribusi keuntungan dan biaya pembangunan secara adil,

(4) Kelanjutan dan perlindungan dari penguasaan tanah yang lctap, .
- (5) Prosedur yang netral (adil), dan ‘ Co
(6) Pcran serta para pemlllk lanah

' ‘(arena Konsohdas; 'ianah (Kf ) memllakt ciri-¢in tcrsendm scbagalmana dlscbutkan dl alas unluk
me\mjudkan pembangunan dacrah sccara menyeluruh, maka semua proyek K/T harus (llrcnczmakm
d'm dllaksanakm sesual dengm konsep-konsep dasamya sebagal mana dukhtisarkan dl bawah ini, ¢

_ (1) Pembangunan pcrkotaan sccara menyeluruh dan luas SRERE

Bcrbeda dengan pembangunan tersendiri darl infrasteuktur sepem Jalan dan taman maka .
proyek-proyek K/T memungkinkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan bldang—
bidang tanah uniuk bangunan dengan suatu cara yang terpadu sesuai dengan penggunaan dan
rancangan tanah yang direncanakan. Sesuai dengan itu, maka pembangunan dacrah sccara
' 'mcnycluruh dapat menghasilkan cukup peningkatan yang berarti di dalam Imgkung’m '
perkotaan. Lagipula, proyek-proyck K/T dapat diterapkan lidak hanya untuk pembangunan
daerah-daerah permukiman perkotaan, tetapi juga untuk pembangunan komplek industri dan -

* pusat penyaluran barang serta pembangunan kembali daerah kota dengan banyak gedung dan

- rumah. Proyek proyek Kfl memlhkl kcmampuan yang luas bagl pembangunan daerah‘ S
perkolaan D

2) Metode pemetakan ulang tanpa pengambll ahhan tanah

. Sistem pemelakan ulang adalah sualu lekmk yang melekat di dalam proyek K/T Slstem ll]l:

“merupakan suatu metode untuk mengatur kembali hak-hak alas tanah semula sebelum proyek _ 5

~ menjadi suatu lokasi baru setelah proyck di dalam dacrah proyek, sesuai dengan rencana
pemetakan-ulang. Oleh karena itu, semua penguasaan tanah dilindungi, tanpa relokasi ke luar -

dacrah proyek, selama masa proyek dan keadaan maSyarakat setempat tetap hamplr samar R

' dcngan sebelum proyek

. (3) Dlstrlbu51 keuntungan dan blaya pcmbangunan secara adll

- Pada saat mfraslmklur telah dxbangun dan bldang bldang tanah untuk bangunan telah dlatur B 8
kcmbah secara teratur melalul proyek proyek Kf], maka mlal penggunaan tanah akan
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memngkal dan dengan demikian mcm:kkan harga tanah dan meningkatkan nilai propcrtl bagi
- para pemilik tanah. .

Pada dasarnya proyck K/T mcrupakan suatu proyck pcmblayaan SCll(llrl atau swadana. Biaya-
" biaya untuk pelaksanaan proyck K/T dipikul secara adil olch para pemilik tanah, melalui
sumbangan tanah, di dalam keuntungan-keuntungan pembangunan yang diperoleh dari
kenaikan nilai properti mereka. Tanah yang disumbangkan olch para pemilik tanah dtgunakfm
bagi pembangunan fasilitas umum dan tanah c*:dang‘m (tanah sepadan biaya). -

: '(4) Kelanjutanﬂ’erlmdungan penguasaan tanah yang tetap

‘ l’cnguasaan tanah para pemlhk tanah d1lmdung1 dan dijamin sclama pelaksanaan proyek K/T.
Olch karena itu, K/T memiliki keuntungan-keuntungan yang berarti di dalam melindungi
- keberadaan suatu masyarakat serta kegiatan ekonomi/sosial, tidak sepem metode pengambil-
alihan tanah yang biasa. Lagipula, bilamana ada kedudukan- -penguasaan tanah yang tidak
terdaflar di dalam arcal proyck maka semua penguaswn hmh akan dlSCl‘llflk’lSl sclchh
penyclesalan proyek ' : :

(5) Prosedur yang Netral (Adll)

, Suatu prinsip proyek KJT harus dllaks'makm dengan prosedur—prosedur yang jujur dan adil,
- baik oleh pemerintah maupun para pemilik tanah, mutai dari persiapannya hingga sclama

- penyelesaiannya, Karenanya, sangat penting dibuat suatu sistem dengan mana para pemilik

anah mempunyfu kesempatan untuk menyatakan pendapat mercka pada setiap tahap proyek.

o (6) Pcran-serta para pemlllk tanah

Proyek proyek K/T dllaksanakan oleh badan—badan pelaksana melalul peran- serta p‘ara pcmnlnL
“tanah. Dalam hal K/T jenis asosiasi, maka para pemlhk tanah dapat bcrperan serfa dalam
pelaksanaan proyck melalui pertemuan musyawarah secara bertahap, sementara pm)'ck proyek ,
- yang dllaksanakan pemermtah daerah dlblcarakan dalam suatu dewan o "

Proyek proyck K/T yang dllaksanakan berdasarkqn konsep konsep tcrsebut dl al'iS d'ipat -
: membcrlkan berbagal pengaruh dan keunlungan scbagal berlkut '

;_c_gar_u_jﬁ_haslap_pata_p;m_hk_tagah;

1. Perbaikan lingkungan hidup secara menyeluruh
2 l’enmgkalan nilai tanah, dan . :
g 3 Semﬁkasn/perlmdungan hak hak atas tanah

Vi T e

Pu
L Pembangunan famhtas umum
2. Pengurangan mvestasn umum,
3. Konfirmasi hak- hak atas tanah, dan - . _
4, Pemngk'itan penghasﬂan pajak darl pajak buml dan bangunan :ﬁ',- PR
l).?.;r‘Suatu masyarakat sctempat tctap scpcm scbclumnya, tanpa pembcllan tamh sccara
el keseluruhan, o et :
' 2. Para pemilik tanah dapat secara bersama. ama memlkul dan mcmkmatl blaya dan .
"-'sif;vkeuntungansecaraadli L R NEFIECP IR IR
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3. Penggunaan tanah s secara cﬁswn dicapai dengan bldang -bidang tanah untuk gedung yang
dibentuk secara teratur, dcngan jalan-jalan masuk yang scsuai.

4. Utilitas umum seperti jalan, aman, pasokan air, dan penyaluran kotoran dlsedlakan dengan
- Vsmm cara tc:padu

3 Pcdmilali bagi Pciaksanaa'n Prbfck KT . _' - .

* Walaupun pelaksanaan pf_oyck-pro;ke_k K/T di Indonesia pada saat ini berada dalam suatu tahap
pembangunan dengan sistem hukum yang khusus untuk pelaksanaan proyek yang tidak cukup,
naniun garis pcdoman ini dapal digunakan untuk memperbaiki sistem K/T yang ada, termasuk

~ sistem-sistem hukum dan promosi serta pendapat- pendapat yang mendukung bagl pemcrmtah
daemh m'lupun belb'lgal tahap pelaksanaan proyck '

31 Mc:encanakaﬁdQ4ﬂJiAmhahﬂlummmm_dﬂaLdan_p_mm_mg

I. Proyck K/T ditetapkan scbagai sesuatu yang sangat perlu darl proyck proyek
R pembangunan perkohan dan lmgkungan .

2. Proyek K/T dilaksanakan berdas*arkan mstem dan pendekat'}'m percncana’m kota

- yang secara jelas menetapkan konsep lujuan dan rencana dalam konleks rencana
- lata mang yang dlsahkan oleh pemermlah (laerah S N

) Tu1uan Perencanaan Kot-l -

Proyek K/T dlbenluk dan dllaksanakan umuk mencapal sualu tujuan pcrencanaan kota: ..
© perencanaan kota adalah untuk menyehdlkl suatu gambaran pcmbangumn perkotaan di masa -

depan bersmm-sanna dcngan keadaan yang ada serta kemajuannya di masa depan, dan untuk o

melaksanakan rencananya melalui langkah- langkah pengawasan dan pembangunan B

~ Karena proyek K/T dltelapkan sebagal salah satu langkah yang paling eﬁswn untuk
melaksanakan sualu tujuan perencanaan kota di dalam suatu fingkup daerah tertentu, maka
_lokasi suatu proyek harus dibenarkan secara sosnal di dalam pertumbuhan urbamsasn masa

~ depan b‘\gl kota-kota bcrdasarkan rencana tata mang yang dlsahkan o : :

(2) Konteks Pcmbangunan

" Dacrah-daerah proyek KIT dlselekSI " di ~ dalam - zona potensnal tertentu : dalam -
_ perba1kan/pcmbangunan perkotaan pada saat ini dan di masa “depan, dari tmk pandmg .
- perencanaan perkotaan total di kota-kota: seperti daerah per]uasan urbanisasi, dacrah : yang

- padat gedung dan rumah, serta dacrah pengelolaan pcmbangunan perkotaan yang baru. e
Isi pembangunan dari setiap proyek K/T harus dirinei dan d]benarkan sebagaimana mcstmy't

sesuai dengan sifat- SIfatnya untuk 111ewujudkan sasaran sasaran dan konsep konsep T
-pcmbangunan yang melekat ini. ‘ ST T e Dol R

' (3) ngkup Pcmbangunan

: Ployek proyek Kfl dlkembangkan sebagal salah satu langkah pelaksanaan darl rencana {ata
ruang total yang disahkan oleh pemerintah dagrah, dan lingkup daii proyek K/T seperti lokasi, N
~ penggunaan tanah,’ pembangunan infrasteoktur, kerangka - wakiu, dan pembangunan bertahfip, :

- akan ditetapkan dan direncanakan di bawah program pembangunan dacrah perkotaan yang - -

umum dari kota-kota,: Program pcmbangunan daerah perkotaan di masa depan, -termasuk

' lu;uanfkonsep pcmbangunan struktur penggunaan tanah perbalkan mfraslruklur dan' o
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lingkungan, kerangka kerja sosial/ckonomi, akan dibuat berdasarkan keseimbangan antara
kepentingan umum dan kepentingan kolektif dari para warga kota.

3.2  Pedoman Organisasi (Qrganisasi apa yang pg[l;: bagi_ |)MWTQ

1. Proyck K/T dilaksanakan oleh organisasi beroricntasi masyarakat dan tidak
mencari keunlungan yang diawasi olch pedoman pemcrmhhan untuk melmdungl
kepentingan umum maupun kepentingan para pemilik tanah. :

2. Ada jenis proyek K/T menurut badan pelaksana: jenis Pemerintah dan ]El‘llS asosiasi
para pemilik tanah. Jenis pemcrintah lebih menckankan padft kcpenlmgan wmuim
untuk perbaikan pérkol'ian dan infrastrukiur scbagai suatu keseluruhan pemerintah
dacrah, scimentara jenis asosiasi icblh mcnckankan pada kepentingan kolektif para
pemilik tanah bagi perbaikan lingkungan di daerah lokasi mercka.

3. Proyek K/T dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama_ antara pemcrmtah
daerah dan para pemilik tanah berdasarkan hak-hak dan kcwapb’m mereka
masmg masing: Organisasi keselumhan untuk mclaksanakan pckerjaan pel\cryian
K/T sebagai suatu mekanisme koordinasi di antara merek'1 , -

4. Asosiasi K/T dibentuk sebagal tanggapan para pemilik tanah y ang membcunya
kuasa untuk melaksanakan proyek K/T datam hal jenis asosiasi. :

(Harap llhat 4- S 5 Slstcm Kcorgamsasnan di dalam laporan uhma)

(1) Jcms dan kla51ﬁka31 proyek—provck KfI‘

Ada dm macam proyek KfT menurut jenis orgamsasn pclaksana .
- - K/T jenis pemcrmhh untuk mengcmbangkan kepentingan- kcpentmgan tmum untuk
' perbalk'm lingkungan pcrkotaan dari kota-kota besar dan kecil sebagan suatu -

_ l\esclurulnn (berorlentaSI kcpentmgan umum) : : - :

-+ - KfT'jenis asosnasn para pemlllk tanah: untuk mengembangkan kepentmgan kepentmgan
- kolektif para pemilik tanah unluk pcrbzukan masyarakat sctcmpat (bcnorlcntaSI
kepentingan kolektif). T e : : '
: chua jenis proyck K/T pada akhlrnya bertmuan lmtuk mehl\sanak'm urbamsam yang
_ prospekllf di datam mcwujudkan rencana tata ruang sebaga1 suatu sasaran perencaman kota .
dl masa depan ' - : : - : '

: (2) Orgamsas: bagl provck K/’I‘;cms asosms:

. Wahupun pcrlu untuk mcrumuskan beberapa Undang undang/pcraturan dalam upaya
111010111b'1g,'1ka|1 usulan ini, suatu struklur organisasi keseluruhan untuk melaksanakan suatu

proyek K/T jenis asosiasi dl masa dcpan scbagal suatu conloh dapat digambarkan di dalam "
d:agram bcrlkut ' SRe : - RN LT
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Organisasi menyeluruh bagi penyelenggaraan K/T asosiasi

vl : . Pembantoan
| _ | Koorﬂmasn K/T | I ahli teknik, 41
e _ A \ . : .
Pemerintah o Asusnas; Pemilik Tanah dalam | © Asosiasi K/T Nasional
[)acra}vBupallf\\alll\(}la ''''' e - KT - T : C
S Badan Perianahan Nasional (BPN) ' T T
Scbaml Promotorﬂ’engaagaslPenasehat Teknlleoonlmator

- _Bardan-badéh')la_ng di_ilélﬂkiih bagi Pﬁje-la‘ksa‘na:in. K[I"I‘._JeniskAs-bsia'si

-~ Badan R oo oo - Fungsi

A. Asosiasi KIT - Inslansi pclaksana K/T yang diberi wewenang -

B. Tim koordinasi K/T - . . | Koordinasi dan dukungan untuk pelaksanaan proyek

C. Pemerintah Daerah - | Pusat administrasi daerah (di dalam Bagian K/T) ‘
D. Asosiasi K/T Nasional | Menyebarkan kelerangan lemang Kfl‘ dan’ asomasn—asosmsn Kfl‘

. : L pendukung e T et .

E. Badan Pertanahan Nasional Promotor pcmrakarﬂ ‘penasehat -_teknis" Vseb_a'gai tambahan
o 7| administrator tanah. ' R I

- Karena suatu usul prakns tenlang orgamsasn bagl asosiasi Kﬂ tclah diuralkan d1 dalam Buku
' Pedoman, maka suatu contoh orgamsasn asosiasi K/T dlperhhatkan sebagal benkut

Organlsa51 bagl Asosnas: KfI‘

" Badan Pembuat chutu:éh ! ' ) U Kanter Pela!\sana

* Pertemuan Musyawarah . ' Dewap Direktur N Ty
Hal-hal yang diputuskan melalui Pcmungulan : : e ‘diperbantukan ' daril [
1. Perubzhan AD/ART . - ] . : ST e i -dlperbantul\an .o darii
2. Perubahan Rencana Pelaksanaan ) _ '>|Sekrelariat ’__'_ ) {Asasiasi K/T ‘Nasmnal K
3. Pinjaman dan cicitan . - S -BPN dil. S
4. Pendapalan dan pembclamaan T A —>IBagIan Akunlmg =) i
5. Pembagian pembelanjaan -0 7o o - 3
6. luran dan pengumpulannya - - R —)IBaf'lan Konslmk51 | : o Sl Lov
7. Pemclakan-ulang sementara 1 - o | - 'Pekerjaan yang di-sub-! - -
8. Rencana pemetakan ulang - o *B'I“aglan Pemctakan—u]ang] ikontrakkan - * - kepaday ~ ¢
9. Penjualan tanah cadangan ' A 'pengembang perusahaan:
10. Pemilihan direktur ' N ‘konstnzksi, BPN, dil, -}
{1. Lain- ]am : A Joa T e ey
LM.&P.S:LLM;I _l v

Pelaksanaan pekerjaan o!eh asosiasi *

3) Sukarclawan bagl permulaan dan promosn proyek

" Di dalam tahap motivasi dari K/T jenis  asosiasi hams dlsusun sdalu' kelompok par'a*.'_'_ "
ﬁpromolor/pcmrakarsa yang cukup unluk mcmula1 proyek R A S

Ty
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Praktck-praktek K/T di Iudonesm pada saal ini tergantung pada Panitia para Pemilik Tanah
sebagai suatu pCl]‘ll‘ﬂk"ll‘Sﬂfpl‘Ol‘llOIOl‘ proyek, dan disarankan agar asosiasi KJ‘T akan dirumuskan
melalui Panitia Pcmbangunan yang mempcrkual secara sah

Q_MnggLoJaa_lam(_agaJu@MLgﬂonggmmﬂ jaLaL

I. Tanah dikelola secara fisik, secara sah dan secara kcu’mgan mclalul sistem
~ pemetakan-ulang di dalam proyek K/IT. . . - :
2. Pemetakan-ulang ialah mengkoversikan bidang tanah semula sebclum proyek KT
menjadi bidang tanah baru yang dibangun setelah proyek K/T, scsuai dengan tiga
prinsip: kelanjutan hak/penggunaan/nilai tanah, pembagian biaya dan keuntungan
yang adil di antara para pemilik t'mah dan perolehan kembali biaya meclalui
ketmtungm pembangunan. -
3. Pemetakan-ulang dirancang dan dllaksanakan dengan menerapkan suatu teknik
© pemetakan-ulang secara fisik dan sah yang dlbuatldlsepakall oleh asosiasi K/T.

(I Iamp hhat 4 5- 3 Pengelolaan lanah di dalam laporan utama).

(1) Konfirmasn hak-hak atas tanah yang ada L

' Pada tahap permulaan dari pelaksanaan proyek Kfl semua hak atas tanah yang ad'i baik
bersnfat formal/permanen atau [ld'lk harus dlklarlflkaSl sebagai kclcrang’m masukan dasar
darl daerah proyc.k o o

(2) Slstem pcmetakan ulang

o Slstem pemetakan ul'mg merupakan sistem yang sangat pcntlng dalam pelaksanaan
_ proyck K/I. ~ Pada dasarnya, tanah dikelola oleh para pemilik tanah sendiri melalui
" asosiasi K/T, scmentara pemenntah akan mendukung pengelolaan lanah secara swaday‘i '
* oleh para pemilik tanah. SR .
- - Karena perlmdungan dan kelan}utan lerhadap hak hak kegunaan dan mlal tanah'
merupakan prinsip dari pcmetakan -ulang dalam proyek K/T, maka langkah-langkah
- benkul perlu untuk menjamm lujuan-tUJuan dasar dan pcmetakan ulang

_ 1) Metode pemehkan u!ang secara tekms yang obyckuf harus dlkembangkan agar dapat
o mcmpcrolch pcrscttuuan semua . pcmmk tanah terhadap rencana pemetakan -ulang
o berdasarkan dua prinsip: '
- Prinsip korespoxldmlsn di dalam pemelakan ulang, dan
i e Pemetakan- ulang berdasarkan evaluasi nilai tanah, - -
o 2)"Pemetakan ulang sementara selama masa konstruksi proyek K/T mempak'm sislom
7 yang sangat diperlukan untuk menjaga kelanjutan penggunaan tanah tanpa gangguan
-+ -+ dari kegiatan sosial/ekonomis bagi para pemilik tanah, ' :
. 3) Penafsiran secara hukum bahwa tanah yang dipetak kembali selelah proyek sceara
- keseluruhan adalah sama dengan tanah semula sehubungan dengan hak atas tanah,
' "'sangat perlu untuk menjamm semua jaminan properti dan para krcdltor yang
;mempunyal tanggungan alau Jamlnan atas lanah scmula o : '

(3) Pelaksanaan mekamsme pemetakan ulang

; Pemctak’m ulang akan dll'iksanakan sesuai dengan suatu rencana yang dltenlukan secara
obyekhf dan adll melalul prosadur adm:mstrasn yang sah :

e
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I. Pelaksanaan Proyek K/T diawasi untuk melindungi kepentingan masyarakat serta
kepentingan para pemilik tanah agar tercapal keseimbangan di antara mereka,

2. Pada akhirnya, baik pada K/T jenis pemerintah ataupun asosiasi, lmsmg-m'wmg
menyetujui proyek bagi kewenangan hukum yang diikuti oleh pelaksanaan hukum
- berikutnya secara bertahap nmengenai pelaksanaan Proyek KJT 1) tahap awal 2) tahap
pelaksanaan, 3) tahap pengakhiran. = = -

3. Persetujuan dibuat melalui prosedur admmlslrasn yang bcnar yang dlbenluk dalam

. memenvhi keadaan yang berbeda.

(Agar dilihat bagian 4-5-2 I’clsctu;uan Pcmcrmtah dan Pcr]anjlan darl pala Pcnnllk
Tanah pada Laporan Ulama) ST ST e .

) Proscs kcwenangan hukum darl Pm) ck Kfl‘jcnls asosmsn. .

Proyek K/T dilaksanakan menurut proscs kcwcnangan hukum dan pelaksanaan hukum
‘berikutnya oleh badan pelaksana.” Oleh sebab itu, Proyck K/T j jenis asosiasi dilaksanakan |
sccara benar dengan adanya inisiatif dari asosiasi para pemilik tanah. Berikut ini disarikan
ciri-ciri wtama menurut tahapan dari pelaksanaan proyek dan proses ini dimaksudkan untuk
menjamin masyarakal dan kepentmgdn alau para pcimhk tanah pada seluruh tahap pelaks"nnan i
]’royekK/’[ _ B R Sl .

- Tahap awal

- Tahap pelaksanaan

'I‘ahab pengakhiran

Persetujuan untuk

1. Rencana pelaksanaan K/T

1. Pemetakan- ulang L

t. Likuidasi dari ..

kewenangan 2. Daerah proyek : pendahuluan Proyek K/T.
hukum 3. Struktur organisasi dan 2. Rencana pcmclakan ulallg P

R ‘ angparandasar K/T -~ 0 O N NI
Pelaksanaan oo | 2. Pembentukan asosiasi K/T - | 1. Pembenan tanda darl i. Pembubaran -
hukum dengan semua pemilik - - pemetakan-ulang -

© tanah sebagai anggotanya.
3, Pelaksanaan Proyek K/T
* oleh asosiasi_sesuai dengan
“pasal-pasal yang disctujui,

- pendahulyan, ..:

2. Pengaturan rencana | - -
* mengenai pcmchkan u!ang,
3. Pendaflaran dan nama . =

2k "pemlhk lanah

- asosiasi K/T. .

Q) Pmses pembuatan keputusan bag1 persetujuan el

Proyck K/T mcnjadlkan adat setempat atas kcpcrluan adanya proscs pembuatan kcpumsan :
sebagai sistem koordinasi sosial di antara para pemilik tanah dengan persetujuan pemerintah
bcrdasarkan atas peraturan dan angg’nran dasar KIT yang dldukung oleh Undang-undang K/ F

: Pc_—rsetuwan__Pemenn(ah : Perseluwan Pemlllk’lanah
Rencana Tota Ruang |—f———>>{ " Penetapan lokasi KIT ~ |
" Hukum K/T . - -, | Rencana péibangunan K/T | - 7 Perlemuan
. ™ ~ Musyawarah Asosiasi
<] Rencana Pelaksanaan K/t . |
- ~1 : I A 1Y I
L Refoans Pemetaken Ukng K/T]g

" Syarat
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1. Proyek K/T ditaksanakan terutama sckali melalui sistem pembiayaan sendiri mengenai
pemulihan biaya termasuk pemulihan biaya oleh para ahli waris di antara para pemilik
tanah serta investasi wajib pemerintah untuk perbaikan prasarana umum,

2.  Pemerintah memberi dana untuk biaya konstruksi dari prasarana dan fasilitas
masyarakat yang perlu termasuk biaya pembclian tanah pada dacrah proyek yang
merupakan tanggungjawab yang biasa dari pemerintah sesuai dengan Undang-undang
dan peraturan yang ada berkenaan dengan pekerjaan wmum.

3. Asosiasi K/T memberikan dana atas semua biaya Proyck K/T kecuali item 2 mengenai
tanggung jawab pemerintah.

4. Pemerintah agar berupaya untuk membantu asosiasi K/T datam memobilisasi mochl
awal dan meningkatkan kemampuan keuangannya.

(Llh‘ll bagmn 4-5- 4 Slstcm Keuangan padal aporan Utama)

(1) Sistem pembla)aan sen{lm " '

Proyck Konsolidasi ‘Tanah pada dasarnya dllaksmakan menurut sistem pemblayaan sendlrl
atau swadana, dimana semua biaya pembangunan termasuk konslruksn prasarana dibtayai
melalui penjualan dari tanah cadangan yang disumbangkan oleh para pemilik tanah.” Para
pemilik tanah dibers kompensam atau ganti-kerugian sebagai pengharga'm dari nilai tanah yang
dihasilkan dari pembangunan. Di pihak lain, pemerintah agar menunjang K/T dengan dana

. pada saat prasarana dan fasilitas bagi masyarakat dibangun konstruksmya yang akan

_mcnguntungkan atau mempengamhl rakyat di luar daerah K/T. Pada keadaan ini, pemermtah
" agar menyediakan biaya tertentu untuk Proyek K/ agar dapat mencapai dua misinya:
mewnjudkan pcmbangunan perkotaan secara tertlb dan mcmperbalkl kcad't'm lmgkungan
hidup bagi nnsyarakat umum. Co N

@ ‘Mekanisme arus dana

Pcngclmran scbelumnya dlperlukan pada selurch Proyek Kfl Pada awalnya, kantor proyek
harus dlbangun sebagai tempat pekerjaan administrasi akan dilaksanakan. Sebelum
pembcntukan asosiasi K/T, berbagai surve harus dilaksanakan tcrmasuk surve lapangan dan
surve sosial, Pembangunan pertanahan pekerjaan konstruksi dari prasarana dan fasilitas bagi
_. masyarakat scrta pemetakan-ulang memerlukan pcmupukan atau mobilisasi modal yang besar.
Di pihak lain, pendapatan dari penjualan tanah cadangan hanya dilaksanakan pada tahapan
akhir dari proyck. Oleh sebab itu, program keuangan harus diperiksa secara teliti dari berbagai -
- segi, dan masalah siapa yang membayar dan untuk biaya apa, harus dibicarakan secara
B mcnycluruh antara saluan tugas pada pemermtah dan asosmsn K/T pada awal dan tahapan

- persmpan
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| Pembangunan beﬁumpu pada mAS)a.rakal

Tan}h Pe::ﬂf::::ME khh}' © | Tanah dijual kepads pengembang/snasta atau
: i Perum Pensninas BUMNBUMD

'n .
|

Rancangan K/T 1 — ¥ Tanah Cadangan %}u:ﬁm '_Fana!: Cafan gD» ..........
. .

T (Dikeldfa olch BPN dan -

Aspsiasi Pemilik Tanah)

Tanah untuk Infrastrulter ~——» | Pembangunan In!’ras!ruktu: .r;engé.;nba
—— S . [ — = kan dana
<Dana Asosmsn Pemd;k Tanah> : praman

| Pinjaman Bank ]

IR
_ (Lihat 'bagian 4-5-4 Sistem Kciian'gah p'a.d.a .I..aporan_.Utama)
(3) Slstem pcmb:ayaan sendm _

Proyek Konsol:dam Tanah pada dasarnya dllaksanakan menurut snstem pcmblayaan sendm
atau swadana, dimana semua biaya pembangunan termasuk konstruksi prasarana dibiayai -
melalui penjualan dari tanah cadangan yang disumbangkan oleh para pemilik tanah. Para -
. pemilik tanah diberi kompensasi atau ganti-kerugian sebagai pengh'lrgaan dari nilai tanah yang
- dihasilkan dari pembangunan. Di pihak lain, pemerintah agar menunjang K/T dcngan dana
pada saat prasarana dan fasilitas bagi masyarakal dibangun konstruksinya yang akan
menguntungkan atau mempengaruhi rakyat di luar daerah K/T. Pada keadaan ini, pcmcrmhh
* agar menyediakan biaya tertentu untuk Proyek K/T agar dapat mencapai dua misinya:
mewujudkan pembangunan perkotaan secara tertib dan memperbaiki keadaan lmgkungan
' hldup bagl masyarakat umunm.

(4) Mckamsmc arus dana

- Pcngeluaran sebelumnya dlperlukan pada seluruh I’royek Kfl Pada awalnya kantor proyek 3
- harus dibangun sebagai tempat pekerjaan administrasi akan dilaksanakan. ~ Sebelum
' pembentukan asosiasi K/T, berbagai surve harus dilaksanakan termasuk surve lapangan dan
surve sosial. Pembangunan pertanahan, pekerjaan konstruksi dari prasarana dan fasilitas bagi
, masyarakat serta pemetakan-ulang niemerlukan pemupukan atau mobilisasi modal yang besar.

Di pihak lain, pendapatan dari penjualan tanah cadangan hanya dllaksanakan pada tahapan - '

akhir dari proyek. Olch sebab itu, program keuangan harus diperiksa secara teliti dari bcrbagal_ p
scgi, dan masalah siapa yang membayar dan untuk blaya apa, harus dibicarakan secara

o menycluruh antara satuan tugas pada pemerintah dan asosiasi K/T pada awﬂ dan tahapan.'
persiapan. : S

35 Pgdgna ummrmﬂmxmamumgkungan

1. Perbaikan lingkungan adalah tujuan pokok dari Proyek KIT

2. Proyek K/T perlu dianalisis menurut prosedur yang ditetapkén mengcnal pcmlalan
(lampak lmgkungan ' : .
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" Perlunya EIA

Undang-undang No. 23 tahun 1997, menguraikan bahwa sctiap rencana/proyck pembangunan
yang dipertimbangkan memiliki dampak lingkungan yang signifikan agar disertai dengan
Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL/EIA).

Walaupun perbaik'm lingkungan merupakan salah satu dari tujuan pokok Proyek K/T, namun
diwajibkan atas adanya proscdur AMDAL/EIA, dan Iangkah langkah kelonggaran lingkungan
harus dlsertﬂl\an pada pelaksanaan proyek.

_ Untuk mendukung pelestarian dan perbaikan liﬁgkungah ‘Rencana Péngelolaan Lingkungan
(RPL) perlu diatur pada prosedur pelaksanaan proyek, termasuk organisasi dan staf untuk
pengelo]mn lmgkungan pada scluruh pelaksanaan proyek.
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1.

TATA CARA PRAKTIS PELAKSANAAN PROYEK KONSOLIDASI TANAH
Pendahuluan
Latar Belakang

Proyck Konsolidasi Tanah (K/T) telah sccara luas dilaksanakan di scbaglan besar wilayah
Indonesia olch Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ciri-ciri yang paling nyata dari proyck

~ K/T di Indonesia ini adalah bahwa proyek ini masih dilaksanakan terutama untuk tujuan
~ pendaftaran tanah dan sedikit unfuk tujuan pengembangan wilayah perkotaan mapun

perdesaan. Walaupun Badan Pertanahan Nasional tetah mencoba segala usaha untuk
melaksanakan proyek K/T ini dengan berdaya-guna dan berhasil, tetap saja masih terdapat

" beberapa kesulitan dalam hal perbaikan prasarana, sumber-sumber keuangan, peran-scrta

masyarakat dan lain-lainnya. Agar dapat menanggapi sccara lebih baik terhadap kebutuhan
selempat, maka diperlukan perbaikan atas sistem K/T yang sudah ada. Scbagai tambahan

* terhadap pcrb'nkan sistem, adalah juga penting unfuk mempermnbangkan kelmmplnn

- penerapan pada pemecrintahan daerah bersama-sama dengan pergcrak'm descntrahsqsl

dalam cra reformast.

. Tujuan :

Tujuan utama dari panduan ini adalah untuk memberikan sumbangan tcrhadap legahsasn
dan sistematisasi dari proyek K/T di masa depan di Indonesia dengan’ mcnampllkan

: proscdur yang diharapkan dari proyck K/T, baik dari sudut pandang pcmermtah daerah
- maupun dari sudut pandang para pemilik tanah. Panduan ini disiapkan bukan untuk

memperlihatkan uratan dari prosedur keterkaitan dari proyek K/T yang ada, melainkan
untuk memberi bahan yang penting bagi pcmahaman kinerja proyek K/T di masa datang '

- dan untuk membantu legalisasi dan sistematisasi dari proyek K/T di masa datang.

s Karcnanya, prosedur yang diperlihatkan dalam panduan ini ‘akan dikembangkan
- berdasarkan asumsi bahwa hukum/pcraturan pemndang-undangm yang berkaitan dan

struktur admmlstrasn akan disiapkan dan bahwa suatu administrasi publik akan berperan B

dah berinisiatif dalam pelaksanaan proyek. -

Kcrangka Keseluruhan _ : _
Prosedur pclaksanaan proyek K/T secara gans “besar dlklaSlﬁkaSlkall kc dalam langkah—

* langkah yang didasarkan pada proses pelaksanaan dan setiap langkah didefinisikan sebagai

tugas bagi pemerintah daerah dan para pemlhk tanah. Urutan dari langkah langkah dan

- ~ definisinya dapat dimodifikasi tergantung pada keadaan sebenarnya dan proyek mlsaln)r
~ ketika K/T dapat dimulai oleh para pemilik tanah. :

Kerangka prosedur pelaksanaan proyek K/T dapat dlrangkum pada 24 langkah benkui

Setiap tugas melalui langkah akan dijelaskan di dalam panduan ml sebagal contoh tlplkal_ o
. dari j Jcms asos;aSI darl proyek KfT S '



Kerangka Umum Tata Cara Pelaksanaan Proyck Konsolidasi Tanah
Pemerintah Dacrah Pemilik Vanal / Asosiasi

Pengelolaan Perkotaan | Peagelohan Pertanahan Promoters Team / Lxecuting Unil

Pemilik Tanah |

Preparation Stage

Implementation Stage

|

Langkah-1

Pembentukan Satgas
pada PEMDA

Langkah-3

Langkah-2

Perunusan Proyek

Langkah-§

Penclaahan atas

Pembentukan Tim
Peadukung

Langkah-4

Pencapaian Mufakat

: Langkaﬁ-6 ]

Pelaksanaan

Langkah-7 ‘

Persclujuan Asosiasi

Penjabaran Proyek
Konsolidasi Tanah

Konsotidasi Tanah

5.

r.5

" Langkah-10 -

Pengawasan/
Pengendalian Kegiatan
Asosiasi Konsolidasi
Tanah

Langkah-8

Pertemuan /

musyavwarah |

Pembentukan dan
Mobilisasi Asosiasi

v

L.mrirgliah-9

Pectemuan /

Musyawarah 1]

Perancangan Penwelakan
Ulang’ Rencana Penwetakan
Ulang semenfara (FUS)

Langkah-12

- STEP IS

Sceutinization of

Pertemuan /

Musyawarah [l

Langkah-1 1

* Penclapan PUS

Penyiapan
Pembangunan
Infeastruhior

Langkah-14

Langkah-13

Replotiing Plan

v |

STEP 17

Appm\:al of
Replotting Plan

Pertemuan /

Musyawarah IV

TN

Langkah-24 B

-Terminating Iraplementation

Perselujuan Atas'
Pembubaran Asoslasi

ferumusan Reacana
" Pemelakan Ulang

f'emibangunan
Infrastrukivr

" Langkah-16

Langkah-18

Pencrapan Pemetakan
- Ulang

Peagaturan Peaguasaan
Tanah

ofre

. Langkah-19

Langkal-20

Pembayaran Kcuangan

Penjealan Tanah
Cadangan (TFRP)

3
Langkah-22

" Langkah-21

Penyeraban [nfeastraklur

Peayelesaian Akhir
fekerjaan

Peitemuan f
Musyanarah V

B

- Langkah-23

Pembubaran Asosiasi







LANGRAH PERSIAPAN UNTUK PL AhSAr\ IAN

LANGKAII PERSIAPAN UNTUK PELAKSANAAN

@Hl Pembenfukan Satuan Tugas Dalam ngkungan Pemcrmhh Lokall[)acmh
' [oleh Pemerintah Dacmh] : .

Dalam upaya untuk mewujudkan proyek Konsolidasi Tanah (K/T), dirasa penting bahwa
pemerintah dacrah terscbut mengambil inisiatif pada keseluruhan tahap persiapan. Pada
umumnya, terdapat banyak tugas yang harus dirundingkan antara badan-badan terkait,
sekahgus juga suatu satuan tugas dengan stafiya yang terlibat dalam Konsolidasi Tanah harus
scgem dlbcntul\ pada lmgk'it pemcrmtah d'icmh

1. Pcngo:g‘amsasmn Smtuan 'lug'is Pa(h l’emermtahfin l)-xerah

Suatu contoh dari pengorg,amsasnan salmn lugas pada lmgkal pemermhhan (Iaerah secara
gar |s -besar digambar kan scpcrh benkul

o 5a?1?|fa"PEEg‘a‘nﬁf ﬁc?€n2a'n?a§ﬁ Parkotaan K
Gubernur/walikota ! '
- S : © Kelva b
i Kepata Bagian (PP) '
, L ! ' |
. i o . !
Kepala Bagian TP o o7 Anpgota :
Perencanaan S ! — P 1
i Perkmaa'n | t |Kepala Kantor Pekerjaan Umum |
2 K Y -1 |Kepala Kantor Pertanahan H
ii,?o_KGITSBEEaEI'i'aBEH ___________________________ V1 |Kepalainstansi lain yang terkait - | !
] : : H
1

Kepala Biro Konsolidasi

’
3
l 3
' 1
: Tanah (K/T) :
. E
1 1
i 1
1 1
L] i
: - Staf(yg - Staf (yg berdanggung Staf (yg bartanggung {
: : bertanggung jawab | | jawab atas) Pengelolaan | | jawab atas) Pengelotaan :
1| atas) urusan umum 7. perkotaan " . Peranahan '
: ; d
¢

Gahibzﬁ* '1 Sﬁtﬁ"cdntoﬁ.(jl'g:;lniSasi Satuﬁ}l"l'ﬁgégiliatla I;cln'él‘intall'baéi:all |

_ Darl contoh di atas orgamsa5111ya dlbagn kc dahm dua unit, y’utu Panitia Pcl’lksma dan B]l‘OZ
- K/T. Fungsi dari Panitia Pehksana adalah sebagm badan pcnasehat untuk mengatur kegialan
dari proyek K/ sel\ahgus juga pada pcrcncanaan porkotaan dan pembangunan Scbaliknya,
. Biro K/T bcrtugas pada fungsi- -fungsi praktis. seperu promosi Konsolidasi Tanah, bertemu
'dcngan promotor/pcny'mdqngdam maupun dengan para pemlllklanah pcrumusm dan proyek
(hn meman!au/mengawam proyck KfT Bt ALSATURPENE R T

- Blro K/F terdm dan 3 scksn yakm sck31 urusan whum, seksn pcngaturan perkotaan dan scksn
‘ pengqluran perhnahan Mengenai staf lekms dnngmkan agar staf yang bertigas dalam seksi
- - pengaturan perkotaan harus terkait dengan BAPPEDA, dan slaf yang bc;lugas pada Scksn, '
e Pcngaturan Penguasaan "hnah harus bcrasal darn K'mtor l’crtamh’m setempat :
E Dalam upaya mcmpromomkan proyek K/T dlrasa pentmg bahwa staf darl bno mcmehhara S
ihubungan dcngan penduduk dan w:layah admmtslrasn selempat tcrutan‘n dcngan para
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tokoh/pemimp'in (yang mungkin merupakan calon atau sukarclawan untuk mempromosikan
proyek K/T) di lingkungan terkail. Karcna motivasi dari perbaikan masyarakat berangkat dari
- pendapat sebagian besar masyarakat mengenai lingkungan tempat tinggal mereka, dan staf dari
biro dapat memberikan keterangan/bahan untuk memperbaiki lingkungan masyarakat terscbut
dan  untuk  mempromosikan  proyck K/T  dengan  syarat = bahwa mercka
mempertahankan/memelihara hubungan baik dengan lingkungan masyarakat sctempat.

2. chiﬁtan yaﬁg Diharapkaﬁ dari Satuan Tﬁg.ﬁﬁ pada Tingkat Pemerintahan Dacrah

Dalam tahap pcrsnp"m chmi'm yang dlharapk'm dari sztuan lllg‘lS pada lmgk'it pemcnnhh
daerah dirangkum sebagai berikut : - »

Tabel I: chmian vang diharapkan dari s'a(u_an tugas

* Biro Konsolidasi Tanah - _ Panitia Pelaksana (dari Proyek K/T)
- Perumusan proyek dan pengembangannya - Naschat atas kegiatan Biro K/T
- Bantuan teknik kepada tim pengembangan | - Koordinasi di antara badan-badan yéng terkait
- liksplorasi limuk pelaks'anaari pfoyek - Pemeriksaan atas rencana pelaksanaan Kf]‘

Unluk memulai proyek KT dalam lahap persnapan lugas yang p'ﬂmg pentmg darn bll‘O adalah
bagaimana mengembangkan kecenderungan terhadap sistematisasi dari para leam promotor di
- dalam suatu calon lokasi bagi proyek K/T ini. Terdapat beCl“lpﬂ metode dalam sistematisasi yang
' terganiung pada ciri-ciri dati tiap nmiasyarakal. Proscdur berikut, yang juga membenluk pekerjaan
awal dari pemnmsan proyck, digambarkan dalam 3 langkah, yaitu S'llll ide untuk

nleuswtcmausas:kan team pmmotor : o ' ‘

' (l) Sclcks: Calon I okasi Pm) ek KIT

' C’ilon lokam bagl pelaksaman proyek }JT layak dlplllh darl suatu kawasan yang sesuai
menurut rencana fata ruang, berdasarkan pada program pcrbalkan perkotaannya Suatu
- kawasan, di mana di dalamnya urbanisasi yang tidak beraturan iclah berlangsung dan perbalkan

dari lmgkung'm perkotaan sangat dlpcrluk'm tentulah sangat cocok bagl pencrapan proyek
K/! _ . : , _

(2) Pcrsnapan Bahan Pcnjclasan tcntang Proyck KIT
Bfihan penjehsan dalam rangka pcnyuluhan yang dapat mcmbanlu para pemlhk lanah uniuk
- memperdalam pemahaman mereka fentang proyek K/T, dapat didayagunakan untuk

. mendorong para pemimpin informal dalam mempromosdkan proyek K/T di lingkungan lempat
o lmggai mcreka dan umuk melaksanakan pertemuan pcnyuiuhan dengan lancar

: (3) Pcrtemuan dengan Para Pemlmpm pada Calon lukasn

"_Par'i pemlmpm dlperlukﬂnldlharuskan untuk men31stematlsamkan/menjalankan sualu team o

promofor (pra- asosmsn) - Dan kemudian, pencapaian. kala mufakat atau pembenlukan
konsensus untuk proyek KfT dapat dimulai melalui para pemlmpm pemimpin itn.” Sesuai

. dengan itu, para staf dari biro harus mencari pemimpin-pemimpin, baik formal maupun non- o
t formal da!am calon lokam dan memperoleh kerjasama mcreka mclalul pertemuan penemuan' e

M2 -
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sosial dan scbagainya. Sangat disarankan bahwa para ketua-ketua RI/RW dan para tokoh-
tokoh berpengaruh di Iingkungan dapnt dicatonkan sebagai pemimpin dimaksud.

(4) Pelaksanaan Surve Pcngumpulan Pendapat

* Diharapkan b'lhwa ]311'0 K/T mengadakan surve pcngumpul‘m pcndfupat untuk memahami
‘kesadaran para pemilik tanah terhadap keadaan tanah yang terkait dengan lingkungan tempat
tinggal dan pendapat mereka tentang perbalkan nmsyamkfnt -

(5) Pertemuan I’cnyuluhan bagi Para Pemilik Tanah (!alam Calon Lokasi

Biro K/T mengadakan pertemuan dengan para pemilik tanah dalam kerjasama bersama para
_ pemimpin mercka ketika pemahaman mereka atas proyek K/T perlu diperdalam. Dipandang -
- penting bahwa pertemuan tersebut harus diadakan oleh masing-masing otonomi (RT/RW)

karena para pcmimpin teisebut talilbakllyzi dipilih berdasarkan unit-unit otonomi seperti itu.

(6) P01 mohonan Para Pemlmpm untuk Menyid] Promolur

, Ketlka pendap’at para pemlhk t'mah mmpak ﬂdanya kcccnderungfm untuk melaksan'lk'm
~proyek K/T yang terlihat melalui surve pcngumpuhn pendapat dan pcrtcmuan penyuluhan o
Biro K/T harus bekerja dengan para peiiimpin untuk membentuk team promotor (pra asosns]) -
agar dap'lt dlrangkum pcndapat p'ira pemlllk tanah d'm untuk membcntuk asosiasi Kfl o

| ,ANGKAH | Pcmbcntukan Tnn Promotor
: [010h Para Pemlllk I‘anah]

Cm cirl darl asosiasi K!T ad"tlah b'lhwa proyck 1lu dlhksanak'm bcrdasrirk‘m pcnllalan para
o pemthk tanah dalam upaya untuk menmgkftt‘(an kegunaan dari tanah mereka dan untuk

~ memperbaiki nmsyarakat mercka dcngan pengaturan kegunaan publik yang berdaya-guna dan
- mayoritas dari proyek adalah secara demonstraiif dilaksanakan oleh mereka sendiri. Untuk
- membentuk asosiasi K/T (dalam kasus proyek K/T di Jcp'lng), dibutuhkan sekitar 7 atau lebih.

" promotor yang bersedia di antara para peniilik tanah di’ dalam wilayah proyek yang
diperkirakan, dan duapcmga atau lebih dari para pemilik tanah atau pemegang saham keduanya
dalam hal luas tanah yang dimiliki dan dalam angka absolut. Para promotor, scbagai suatu team,
" berusaha untuk mempeloleh pemflh'\man para pemilik tanah dan persctujuan tentang proyek
~ K/T dalam hal kesediaan, penghargaan terhadap hak-hak pribadi dan aklbat yang dlperkirakan '
. 'dengan b'mtuan serta saran lekms darl pemermtahan daerah SR

-':-,_Prosedur untuk mcmbcntuk tcam promotor (pra asosmm) d'm untuk mempcrolch b'mlmn
3 lekms dan pemermtahan daerah adaIah sebagal berlkul ' : : »
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Penunjukkan pf01116(_0r _

v

" Pendirian Pra-asosiasi

Permolionan Bantuan Ic_knis
kepada Pemerintah Daerah
(PEMDA)

) Pcn.ea‘:p aian Mufakat - : ! Perumusan Proyek oleh I

[
"V PEMDA i

; CambﬁrZ :-PCli(]‘ii'iﬁll'] Pra-Asosiasi =
I. Pertemuan Para Pmmotm

“Diperkirakan ada dua kcmungl\man bahwa parfl promotor dipilih olch p"na pcnmllk hmh kcuka _
proyek baru dimulai oleh pemerintah dacrah, atau scbahknya mercka akan dipilih oleh para .

pemilik tanah ketika dimulai sccara spontan oleh para pemilik tanah. = Dalam kcbanyakan' o

Leguahn yang pernah ada gans besar darl proyek K/T lmus dlp'}h'nm dfm (hsctu_uu olch '
- sehagian bcsar pemilik lanah : L o

2. Pembentukas Pm Asosnasn (Team Pmmotor)

Para prommor yang telah dipilih, membentuk ])l”l asosnsi scbag;u leam promotor Peran d'm x
- pra-asosiasi adalah untuk melanjulhn pekerjaan atas para pemilik tanah untuk menumbuhkan

I\ccenderungan kemauan bagi pelaksanaan proyck K/T dan untuk mencmpk'm pftda pcmcrmtah
_ (hemh qtas l\emungkman dlbenkannya bantuan tckms Vo :

3. Pencrapan Bantuan i‘ekms pflda Pemcnntahan D'icrah

Banqu terdapfil lug’is yang memellukan pengclahmn tckms d'llam u[nya mcmuudkan proyck .
K/T. Karcnanya, pra-asosiasi harus meminta bantuan teknis p'tda pemerm(ah dacrah tcrku:11ah
- jika mereka nnmpu unluk mcllbalkan staf staf tckms a - : -

LANGKAH3 Perumusan Proyck .
' ' [Oleh i’cmermhh l)acrah]

Pcmcunhh d'lCl”lh dlS"ll‘ank‘I!] unluk lIlCi}]pelajﬂl‘l wnlayah proyck dalain up'lya unluk- ;
: munpromomkan pelaksanaan proyekKﬂ Penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori sesuai ©

dengan prosedur, yakni pcnehhan rencana induk (mas!er plan}, penehtlan rencana pelaksaman '
" proyek dan hublmgan masyarakal (humas) seperh terural bcnkut '

l‘cnelilifsn chcfm'l Induk (Mastcr Phn) Pelicliti'm ini dimillai dafi pélﬁili'hal-l‘-'r.:abn =lokasriﬁ
_untuk proyek K/T berdasarkan peta topograﬁ (dcngan skala 1/25.000 sampai 1/ 10.000) sesuai -

dengan rencana lata ruang d'm program-programnya. - Tujuan dari studi ini adalah untuk -~ - -
- mempelajari potensi dari proyek K/T. Rencana konsepnya ditarik dari peta topografi (sk‘ah S

1/5.000 sampal 1/2.500) berdasarkan pada hasﬂ darl pcmenksaan pada calon lokaSI
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Studi Rencana Pelaksanaan Proyck: Studi ini dilakukan dalam upaya untuk memeriksa
rincian dari calon lokasi untuk pelaksanaan proyek ketika suatu kemungkinan atau kelayakan
untuk proyek K/T telah dinilai berdasar Studi Rencana Induk (master plan). Rencana
pclaksanaan proyck akan dilaksanakan berdasarkan peta topografi (skala 1/1.000 sampai
1/500), dan biaya pclaksana'm akan dihitung berdasarkan perkiraan sementara. Hasil dari studi
ini akan digunakan sebagai bahan perumusan rencana pelaksanaan.

Hubungan Masyarakat (Humas): Karena kunci menuju suatu pelaksanaan proyek K/T yang

berhasil terletak pada pemahaman dan kerjasama dari para pemilik tanah di wilayah proyek,
- maka perlu melakukan penelitian mengenai kesadaran dan sikap terhadap proyek padfi tahap

persiapan, dan unluk melakukan kegiatan kehumasan. s

Kcrmigka bcrikul menunjukkan prosedur secara keseluruhan bagi perumusan proyek. - -

S, Studs Rencana Iaduk

. [ T |
¢ Peemobonan Bastean Teknixy
v dari Pra-asasiasi Kf1 -

R h___-lz@‘!a_-: _____ 1
<
¥
Peeitihan calon i : PenyispanPuts
ok asi kpr (Y Topograli
ey ) (1725, 000 - Fina ,000)
.. Penyiapan ila
> Sunvei Lapangan (1) . Topcgraphi -
h 4 - L5000 - 142, %0)

Pemenksaan akan

Kontcks Regivnal

Penitaisn caton
Lokasi

Perroriks2an atas hohijahan
dan prasyaral bapi perbaikan
myasyarakal i

P<rumusan reagana
Induk K/E

h

Studs Reecana Pelaksanan Proyek] [Hobuagan Masyasakat

Pembatasan Arca) ; o R T Penyizpan bahsn
Frayck KA1 — Terytapan Feta Feoyvlvhan bagi

DR : (* - 7 -
. —{$urci | apangan (2) Topegraphi FPorbaikan Masyarakat
. (LX) « BiS00) —
Poremusan : . . L T M | Pertemban Pn!u'\nn l
- N . - -

Raavangan KT

IPemacriksaan haxil
yarg diharapkan
olh Proyck

&

Terusnusan Rensana
Pelaksansan Proyok
KA —

BT Sunvei Lapangan (3)

Fheplorasi ©0 )
Iclzhsangan : B
H

. Gambar 3;: Tata Cara Perumusan Proyck

i l’cnchhan chcana Induk (Master Plan)

: (l) Sclcksn Calon Lukasn bagl Pr()) ck K/T

ovelre o

Pada dasamya, alon lokasn unluk proyck K/’l harus d1p1|1h di d'alam kawasan promc)SI ,
pcrkotaan yang dlrencanakan dan berdasark'm program perbarkan perkotaan gebagal
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tambahan untuk prinsip ini, “kawasan yang di dalamnya para pemilik tanah meminta
pchl\sqnam atas proyek K/T juga dapat diterapkan scbagai calon lokasi, dan kriteria l’llllll)‘i
untuk pcmlhh'm calon lokast dapat dilihat sebagai bcnkut '

- Kawasan pillggil'all dimana urbanisasi yang lidak teratur sedang berlangsung.
- Kawasan pinggiran dengan prasarana yang sangat kurang memadai,

- Kawasan yang dckat dengan péi]lballgullan skala besar.

- - Kawasan terb'mgun tcmpat diperlukmnya pembangun'm kembali.

' l’ch topogmﬁ dcng’m skala 11’25 000 sampai ll 10.000 secara umuin dlgunak'm scbdg'n bahan
perllmbaug'm pcmlllhan calon lokasn KOI]SOhd’lSl Tanah.

| (2) Survei Lapangan (1)

Surve lqpmgan (1) ditaksanakan dalam upaya ‘untuk memperolch kclemng'm mengenal calon lOk‘lSl
" untuk merumuskan rencana induk (master plan) secara rinci dan tepal. Arca untuk surve harus
~termasuk lingkungan dari calon lokasi. Hasilnya dltank bcrdasarl\an peta topograﬁ dengan skala
1/5 {000 sampai ]/2 500 Isi ulajm d'm d'm Surve ],apangan (1) di antaranya sepem terlihat berikut:

- area hpangm pcnduduk Jumhh runnh t'mgga
e perbatasan administratif
- - garis- -besar lnrga tanah dan hak atas t'mah _
- tampilan geografis, keada’m tanah dfm sistem pengalran o
- _kcadaan lingkungan : : o
- pengguna'm tanah, garis- -besar keadaan gcdungfbangunan _‘ ; o
- - jaringan jalan, volume lalu lmhs dl thn-Jalan utama, dan Jal'm yang, scdanb
' - direncanakan R oS '
- keadaan taman dan pcpohonan
- keadaan sungal d'm peng'uran o
- sistemn kebersﬂmn S :
- keadaan persedla'm air dan pusal tcnagallstnk
- keadaan limbah padat
- kcadaan f'\sllms umum d'm famhlas sosnl

' (1) l’cmcnksaqn Kontcks Reglonalﬂ(awasan . |

‘ Adalah pcntmg unluk memenksa konteks regmnal/kawasan yang dlbutuhkan untuk calon :
. lokasi, dengan menggunakan peta topograﬁ dengan skala 1/25.000 sampal 1/10.000. Hasilnya

akan dipcrtimbangkan scbagal rumusan rencana mduk Hal h'ﬂ yang akan dlpenksa dl
anlarfmy : o . ‘ _ _

- Kclerhubungan anlala pusa{ reglonal (penduduk lapangan kcrja, pembangunan skal'i
S besar, industri utama transportasi, dll.) - BT - :
- Keccnderungan dari urbanisasi di lmgkungm sckuar (Jumlah _' rumah langga '
L pembangunan skala besar, fasmtas sosml/umum utama Jarmgan jalan utama, dll)

e Rencana pembangunan reglonal rencana tata ruang, proyek pembangunan utama dil, )
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(6) Evaluasi dari Calen Lokasi -

Evaluasi calon lokasi dimaksudkan guna n_lc'ngk!ariﬁkasi pentingnya proyek K/T secara nyata
~ dan secara langsung berdasarkan peta topografi (dengan skala 1/5. 000 sampai 1/2.500). Hasil
~ dari cvalusasi ini akan dijadikan sebagai prasyarat untuk perumusan rencana induk (naster
plan) dan pelaksanaan proyek, dan akan berguna bagi pcmblcaraan antara pemerintah dacrah
dan para pcmlhk tanah. Baglan dan evaluasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut in.

'.‘\ Iw*aluasn Atas Kc.nl.ﬂn ngkungan Pcnkuhan Pada Saat Ini , :
Evaluasi ini adalah untuk mengklarifikasi keadaan lingkungan pcrkol‘mn p"uh saat ini
berdasarkan hasil dari Surve Lapangan (1). SCC’U"I unmn, unsur-unsur berikut diklarifikasikan
dalam evaluasi:

o unsur )ang harus dlperI'ihank'm '
- unsur yang harus dlhllangkan o
- unsur yang harus dlsetujlu

B. R‘lmalan tcnhng Kcadaan ngkungan Pcrkot‘lan (ll \Iasa l)atang :

* Ramalan ini untuk menemu-kenali masalah di masa datang yang mungkm srua terjadl jika

keadaan yang sckarang berlangsung sepetti apa adanya. Keadaan lingkungan perkotaan di -

~ wilayah sekeliling dan/'alau di area yang serup'l deng’m calon lokasi dapat berguna bagi tuul'm
r‘mnlan ; S o '

(, R‘mgkuman }hsllEvaluas: R el '

Sesuai dcngan evaluasi atas keadaan Imgkungan pcrkotaan pada saat ini dan masa datang,'_

~ scbaiknya juga memmpllkan hasil-hasil evaluasi itu dan pentingnya perbaikan perkotaan
berdasarkan peta topografi. Pcla ini dapat dlgunakan sabag‘u S"llah salu bﬁhan penjelasan untuk

' mcmpromosnk’m proyck KIT :

: (S) Pemcrlksaan 'Ierhadap chuakan d-m Prasyarat Perbalkan \/lasvarakf\t :

: Berdasquan pcmcnksaan konteks rcgloml dan cvalms; hngkungan perkota'm klran)m pcntmg'
* untuk mengura]kan kebljakan dan prasyarat bagi perbalkan masyarakal pada calon lokasi.

. Kebijakan ini mungkm terdiri dari bagian-bagian percncanaan seperti penduduk, penggunaan

_ tanah, iransportas:, prasarana dan lain-lain, Plasyflratnya mungkin terdiri dari bagian- b'lgnn _

" seperti alokasi sarana umunV/sosial, orgamsasn dalam calon lokasn daerah aliran sungal

o ' lampllan geograﬁs dan lam lam _

3 (6) Pcrumusan chcana mduk (Mastcr Plan)

- chcana konsep adalah rencana panduan yang mcmperllhatkan arah perkemb'mgan/pcrba|kan
-~ dari calon lokas: Fung51 dari rencana induk (master plan) bagi proyek K/T adalah sebagai
. herlkul: c e DT G e R T A B T
- ‘:'_unluk memlal kemampuan penerapan darl snstemKl’T .‘ :
2 untuk mempermudah pengambilan tinjavan menyeluruh dan wnIayah proyek _
o {untuk mengopumfilk'm pemahaman dan kcrjasamﬂ darl pam pcmlllk t'mah pada' '
"";"_'calon Iokasn A ST St : ~ -
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Rencana konsep terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Struktur Dasar: Struktur dasar dari rencana konsep dapat diteliti bérdasarka]i peta topografi
dengan skala 1/5.000 sampai 1/2.500 sesuai dengan kebijakan dan prasyarat yang disebutkan di
atas. Struktur dasar digambarkan secara garls besar olch ylrmg'm Jal'm utama, pcnggunaan
tanah dan alOk’iSl taman. - -

Reneana Penduduk: Pchduduk dari calon lokasi pada wakitu pcuyclcsaian proyck llcndaknya
tclah diperhitungkan, Pcrlntungan ini dlgumkan untuk rancangan S'aram umumfsosnl yfmg
nilainya tcrg’mtung pad'\ kcpcndudukan yang tcrcncana '

Rencana Lingkungan' Satu ]ingkuhg’m inctup*ak*in satu unit dasar dari kawasan 'jicrkom'in
" dan sarana yang penting bagi kehidupan sehari-hari yang dl'ilok'iSIkmlldlrencanak'm oleh unit
ini. Wilayah otononi (RT/RW), lmgkungan sckolah dan lcmpfil tmggal merupfik‘m bcbcrapd_

contoh lcntang Imgkungm scbflg,al salu unit. ‘ -

Pcnggunaan 'lanah' Calon lokasi terbagl d'ﬂ'un rencam peng,guna’m tanah scswu dcngan
kebijakan pembangun'm dan struktor dasar. l)alam upaya untuk mcmuudkm rencana
penggunaan tanah, ada bebcnap'i ‘metode seperti peraturan. dcngan pcmbuatan 7ona, pandu'm' -
'1(|mllllll‘ﬂSl dan pembluukan atau arah’m ' : .

Reneana Tr anspor(asr Sarana transportaSI scpcru Jalan dan rcl kelct’t mcmbcntuk kcmngﬂ_ .
calon lokasi dan memberi pcngaruh yang berarti terhadap Imgkungan tempat tinggal,
lnrcmny‘i tentulah pcnlmg uutuk merencanakan secara hati-hati dengan mcmpertmlbangk'm‘_ o
rencana lingkungan dan rencam penggunaan tanah, Wengen'u ]armgan jalan, hal lll.l h'lrllS)

d:rencanakan sccara berjcmang untuL dapat mcnnksnnalkan pmggunmn Jalan ' "

Rencana Taman dan Pcpohmmn' Fungsn ukuran dan pcngaluran menyeluruh d'm hm'm d'm
pepohonan akan diteliti unluk alokasi d; k'iwasm calon proyek dllaks'imkan ' '

Reneana PcngairanlDl"ai‘nase‘: Sua‘lu_"bagia_n_ pen_ling dari,_i‘cncaﬁa drainasc_adalah_in;luk :
menentukan cara bagaimana air hujan dialihkan dari calon lokasi pelaksanaan proyek.

Umumnya, urbanisasi mengurangl fungsi alami menahan air hu_|an pada daratan/tanah dan -

“membahayakan kawasan sepanjang aliran air man'ik'tla tidak terdapat hnglnh langkah
pencegahan untuk melindungi dari balljll‘ bagi scluruh kawasan, K'ircnanya dahm rencana
drainase pcrlu untuk mcmcnkm pengaruh 'ﬂlr'nl sungal bagl pcmbangumn ‘

" Rencana untuk Pcrscdlaan Alr, Samhsn, Pus*tt Tcnaga dan 'lclckomumk‘ls:. Tcnlang

sarana- S'iram ini, kescmuanya Sccara mutlak berpcr‘m pemlng b1g1 pendu(luk agar mcmilllu
- I\chldup'm yang nyaman, dan semuanya harus direncanakan sesuai dcngan program-program
perbaikan tersebut oleh badan-badan terkait. Kcmampuan dan sarana tersebut dlrcncan'lk'm '
olch penduduk dan lu_]uan k'\\wsan tcrscbut . i

,chcam Sal ana UmumlSosnal' sarana umumlsosml sepertl jasa pendidlkan dan adnnmslr'mf o
akan direncanakan untuk mcmpcmmbangkan rencana kepcndudukan dan rcncana pcngguman -
tanah sebagalmam sarana scrupa p1da k‘uvasan sekelllmg calon lokasn '
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Pertimbangan Wilayah Proyck: Dalam rencana induk (master plan), calon lokasi dapat
dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan hasil dari Surve Lapangan (1) sebagaimana
hasil dari pemeriksaan dalam proses pcrumusan rencana induk (master plan). Secara umum,
sulit dari sudut pandang teknis dan keuangan untuk melaksanakan proyek K/T pada berbagai
kawasan yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan.  Karenanya, sungguh penting untuk
memeriksa kaivasm_l mana yang paling dapat diterapkan untuk proyck K/T.

" 2. Studi Rencana Pelaksanaan Proyck
) Pcmbat;isan Wilayah Proyek K/T

Bmdfmnk'm rencana induk {(master pl'm) suatu kawasan unluk pelaksanaan pm) ck K/T akan
dlplhh mehlu; pemcrlks'rm mcnycluruh (hn bagrm bagian sebagal bcnl\ut :

S keperluan pcrbalkan prasqrana ' :

- keperluan perbaikan nnsyamk'lt dari sudut paudang kcccnderungan urbanisasi -
- - pendapat para pemilik tanah : :
Sy kclallcm pclaksanaﬂn

Dari pcmbatasan wnlayah proyck KfT batasan wahyah pnoyck tcrscbut harus dlplhh dcngan
nmnglkuu l'md'l sepanjang objek y‘mg tidak bcrgcnk seperti jalan '1taupun sungn -

,' (2) Survei Lapangan (2)

Survc Lapangm (2) dllaksanakan dfihm upaya agar dlperolch kelcr‘mgan yang dlperlulnn -
tcrh'xdfap w:hyah yang terpilih scbagai lokasi proyck K/T' untuk merumuskan rencana

- pelaksanaan proyek secara tepat dan rinci. Hasilnya akan dtgambarkan berdasarkan peta

B topografi dengan skala 1/1 000 sampal 1/500. Isi utama dari Surve Lapangan (2) adalah

' scbag'n bcnkut

_ — 'arca untuk hpangan proyek penduduk Jumhh rmmh tanggq
" . harga tanah dan jumlah pemitik tanah,
L tampllan gcograﬁs dahm bentuk rinci,
C- penggunaan tanah secata rinci, dan . .
— ; jlll]ll"lh b'mgunan yang d]k]asnﬁk'lSIkm dengan tujuan pengg,uman dan slmklur

(3) l‘erumusm Rancangan Pm) ck Kfl i

B '.f'-Bcrdasalkan rencana mduk (master plan) d'm Survc Lapangan (2) rancangan K/T Lcmudlan_

dilaksanakan. Scbelum perumusan rancangan proyck K/T, struktur dasar d'm rancangan
st'mdar ]nrus dlsmpkan Bmya konstmksn dlpeiklrakan berdasarkan ram.angan K/T yang
dlrumuskan " : : : :

AL Struktur Dasar : : : :
- Struktur dasar adalah pandmn bagl rancangan Konsohdasn Tanah tcrdln darl pcmbuahn 70na .
“ penggunaan tanah, diagram sirkulasi lalu lmlas jalmgan taman dan pepohon'm alokasr sarana -
umum dan langk'lh pencegahan bﬂn_]ll‘ .1 ; : : L :
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- B. Standar Rancangan _ '

Standar rancangan praqarana dan sarana umum h'n us (hbuat bagl schap proyck Kfl unluk
mclaksanakan rancangan K/T. Kebanyakan dari standar rancangan dapat disiapkan oleh badan
terkait. Mengenai penerapan standar tersebut pada proyek K/T hal itu akan (Ilpel‘ll\Sﬁ melatui
pcmb'lhasqn antara pemt.rmlah daerah d'm b'idan b“adan lcrk'ut :

(4) Pemcriksaan I-Iasil yang Dilmi‘apkan dari Proyek

Sangat penting untuk memeriksa hasil yang (hlnrapl\an dari proyck Pemcnksaan ini ﬁkan
dilaksanakan melatui perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah proyek dilihat dari
tingkungan perkotaan dan kecukupan bagi fasilitas perkotaan. Bila diperlukan, rancangan K/T
dapat discsuaikan.

A, Pcrbandmgfm ngkungan Pcrkotaan o : o
Lingkungan perkotaan sebelum dan setelah proyek dapat dlbandmgkan dcngan tlga bagmn
melalui evaluasi dalam rencana induk (master phn) unsur untuk dnpemh'mk-m unsur unluk
dlhllangkan dan unsur umuk disefujui. : S — -

_ B. Pcrb‘mdmgan chukumn Fasilitas Perkotaan : ' -

Fasilitas perkotaan yang memadai sebelum dan setelah proyek dapﬁt d1bandmgk'm dengan '
' rasio pengisian olch pr'isarana dan sarana, darl pengguumn tanah ]nsli dari Survc I apangan @
dan rancangan Kf'[ :

(5) Pcrumusan chcana I’elaksanaan I’m) ek K/T

Pckerylan yang dlscbutkan di atas akan disatukan bersama sebagai rencana pclaksqman proyek '
" K/T. Rencana pelaksqnaan proyek K/T merupakan dasar bagi cksplorasi pelaksanaan dan
' pel unsan untuk rencana pcl’aksana‘m yang akan dlgambark'm/dluraskan pada tahap benkul

| (6) survel Lapangan (‘i)
Surve Lapangan (3) dllaksamkan dalam upaya nmmpcrolch kctcrangan dari wnlayah proyck .
K/T untuk merumuskan rencana pelaksanaan secara tepat dan rinci.  Ilasilnya akan

_digambarkan melalui peta topografi dengan skala l/ L. 000 sampal 1/500 Isi utama dari Survc
_Lapangan (2) adalah scpcrtl tcrhhat berikut: - =

e _1dentlﬁka51 petak dan para pemlhk tamh
e identifikasi hak para pemilik tanah -~ .
- 1dcnt1ﬁkasn hak atas bangunan dan/alau gedung
- 1dcnhﬁkas1 prasarana dan sarana umum

lilészil-_hasil tcts_cbu__l akani c_i_iguhakan_ dalam pcrarncang;ah pcmetakanulang '

' _ 3. l[ubungan Mflsyar'lkat (Humas)
.. _ (l) Persnpan Bahan Pcnjelaswn ) o

.SCSllal dcngan rencana mduk (master plan) danlatau pclaksanaan proyek bahan penjelasan
harus dlSlapk‘m dengan mcmfokuskan p'id"l pcrlunya proyck KfI' dan prosedur keseluruhan
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Bahan-bahan ini akan sangat berguna bagi para pemilik t'unh (lcml mcngcmb'mgkan
kecenderungan ke arah pelaksanaan p1 oyek K/T.

(2) Pertemuan Pcnyuluhan |

Untuk mcmpcrd'ilam pcmah'nnan dan l\erﬁsama para pemll]k iamh dalam pel‘lkh'lll'iall proyck
pertcnunn pcnyuluhan harus diadakan.

' (1) vacn Pengumpu]an Pendapat

Sebagai chsar lmtuk mcmmuskan rencana induk (inaster plan) dau rencana pchksanaan proyck,
surve pcng,umpulan pendapat harus dilaksanakan. Isi dari surve adatah kesadaran lingkungan
bcr[clangga perencanaan hidup pcnggunaan t'mah keadaan adnumsiram dan sebagamya

: LANGKAH 4! Pcmb'mgunan Konscnsus at‘\u Pcncap'uan Kata Mllfﬂk‘lt
= - [oteh Para Pemlhk I‘anah} ' : e

Pembangunan konscnsus merupakan tugas tcrpenlmg yang harus dllakukan unluk
melaksanakan proyek secara lancar dan akan dipertahankan melalui pcmahalmn dan
perseuuuan terhadap perbalkan masyarakai rasio sumbangan, ymng‘m Jalal’t yang ferencana,
dil. mchlm pcrtcmuan penyuluh'm dan sebagamya - : '

R Dalam hal proyek K/T asosiasi, lcam promotor akan scnantlasa bcrupaya Leras melaksmmkan '
- pembangunan konsensus di antara p'm pemlllk tanah dalam kcryisama dengan pemerintah
~ daerah. Kebanyakan bahan dan keterangm yang dlbutuhkan unluk team promotor qkfm
dibenkan oleh satuan tugas pada pemcrmtah daerah.

FLANGKAH §J Eksplorasi ﬁiitu’ktﬁéiak‘sahaén
' lolch Pemermtah Daerah]

:Berdas'lrkan rencana pclaksana‘m proyek pcmermtah daerah (Blro K/'l) berusaha untuk
~ mewnjudkan pclaksanaan dengan bekerjasam'i dcngan team plomotor Pckerj'ian dlar'lhk'm

dari sudul pandang organisasi yang memungkmkan konsensus dari para pemilik ‘tanah,
- perolehan pendanaan, dan proyek prasarana, serta fain-fain yang berkait erat dengan proyek -
Hasil dari pekerja'm ini akan dlkumpulkan dalam S'itu draf rencana pelaksqnaqn yang lcrdm )
atas dokumen l\ebijakan dasar proyek yang dlserahkan oleh team promotor .

1. Eksplﬂrasn Pengaturan yang Memungkmkan g

Pcmermtah daerah harus memerlksa kemungkman pengaturan untuk melaksanakan proyek
~ konsolidasi fanah dalam kerjasama dengan team promotor Pemenksaan dllaksanakan melalm g
: baglan bagtan scbagal bcnkut R ' TR

f OrgamsaSI Keseluruhan. orgamsam keseluruhan dlmaksudkdn untuk mens;stem"nllsasrkfm
kerjasama antara pemermtah daerah 33051a31 KIT dan sek{or swasla Pada dasamya proyek kN




LANGRKAH PLRSIAPAN UNTUA PELAKSANAAN

K/F dilaksanakan oleh asosiasi, tetapi tidaklah mungkin untuk melaksanakan proyek tanpa
kerjasama dengan administrasi, asosiasi K/T dan peran-serta dari seklor swasta. Karenanya,
tentulah penting untuk menyiapkan sistematisasi organisasi keseluruhan.

Organisasi Asosiasi: organisasi asosiasi K/T harus dipertimbangkan melalm sudut pandang
penyelengaraannya karena proyek konsolidasi tanah memerfukan bcbcrapa ahli dan pekerjaan
yang dilakukannya bersama unit pelaksana yang dibentuk dalam asosiasi K/T. Umunmya, Unit
Pelaksana terdiri dari Badan/Dewan Pelaksana dan Kantor Pclaksam yang pertama diwakili
~aleh para pemilik tanah yang disctujui dalam pertemuan musy awarah pertama dan merupakan
lembaga untuk memutuskan kegiatan asosiasi K/T, sedangkan yang kedua adalah lembaga
untuk mengatur pekerjaan yang utama.  Oleh scbab itu, Kantor Pelaksana hatus dibentuk
‘mencakup beberapa spesialisasi dalam berbagai bidang seperti akuntansi, tcknik'sipil hukum,
dsb. Tentu saja dianggap penting bahwa staf pel'lkS‘m‘l diisi dari unsur pcmcrmhh daerah
sabagai bagian dari bantuan teknis atau d'm seklor swasta berdasarkan komrak

Peran l’emcrmtah Dacrah: Sel‘mn lah'lp peIaksanaan proyek K/ I‘ peran pemenntah dacrah '
sangatlah menentukan terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pcmantaum dan
_ persetujuan atas kal’li'lll asosiasi K/T." Lagipula, lebih baik lagi Pemda mcngmmkm slaf -

lckms ke kantor pehl\sana manakqh ‘13051181 K/T memmta bantuan tel\ms '

“Peran- S(.‘l‘(‘t Sckim Swas!fv Ada cara tambalnn bagl sektor swasta terutama ba;_,n para
pengembang swasta untuk bcrpcran scrta dalam proyek K/"[ Berdasarkan syarat dalam hal
pembelian tanah cadangan dan/atau sebagai salah satu pCl]lllll\ tanah, pengembang swasta dapat
dipercaya oleh asosiasi K/T dengan tugas umuk menjalankan scbaglan besqr proyck K/T.
Metode ini mungkin memiliki ciri-ciri scbagal bcnkut !

- harapan usaha komcrsnl untuk mcmpromomkan pelaksan‘nn
- pelaksanaan yang lancar deng’m pengetahuan mcngcmn scktor swash
- penggunaan dana swasta, terutama untuk biaya proyek awal, dan i
- promosi perbaikan perkotaan yang teratur olch scktor swasta dengan mcnggumkan
amh ]l]l]lkll)"i :,endm ' ' '

2. l‘clie]aaha'n Pc’il'cr_imaﬁh_ SosiﬂUPolitik S

Pmyek KIT mcrup'ikan sahh satu melodc umuk mewupldkan pcrencanaan kola d'm tujuannya
dimaksudkan scbagal pemb'mgunan prasqmm ‘dan untuk mcnamb'ih kegunaan lanah Dan

jnckamsmcnya dlrangkum scbagal berikut: untuk memperbalkl prasarana pfxda lokasi tertentu ..

melalui sumbangan yang dlkumpulkan darl para pemilik tanah di l\awasan proyek tersebut dan
untuk menambah keguman tanah di Ioka31 proyek dcngau ad'mya pcrbalkan prasarana, dan

olch karenanyfi jika nilai sumbangan mereka lebih kecil darlpada kcguman tanah yang' -

bcrtambah para pcmlllktanah tcmulah secara tcorl dan ekonmm akan memperolch keunlung'm
Unluk mewujudkan perencanan kota’ melalui proyek Kfl pcmerlntah dacrah harus mcnggah_ -
agar memperolch prospek diterima pola pcmbangumn seperti ini olch pala pcmlhk lamh d'ilam i

Thal kebijakan administrasi dan mekanisme K/T. Rasio sumbangan merupakan salah sqlu d'm\- e

bcrbagal bahan untuk mcmcnkm prospck tcrscbut agar kcmungkman dltcnma olch m’asyara
peserta akan scmakm bcsar : L S LR
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3. Penclaahan Sumber Keuangan
(1) Analisis Aliran Tunai

A. Ramalan Nilai Tanah Setelah K/T
llarga dari tanah cadangan harus dlpcrklrakan dengan mcndug‘a perhitungan harg’n tamh
sctelah K}T

- B. Pc:kbnﬂmngm Jadwal Aliran Dana Tunai dan Perkiraan Ukuran Tanah Cadangan
Suatu jadwal aliran dana tunai yang berimbang, kurun waktu pelaksanaan proyek, pengeluaran
‘termasuk bunga dan pemasukan, kesemuanya haros dikembangkan, Ukuran tanah cadangan
diperkirakan berdasarkan ramalan jadwal aliran dana funai dan nilai tanah.

Subsidi pemerintah daerah harus dimasukkan ke dalam aliran dana tunai ketika mercka

diperkenalkan. Biaya untuk konstruksi dan perolehan tanah, prasarana dan sarana yang .
dianggap akan menguntungkan masyarakat harus dijalankan oleh pemerintah pusat. Jug1 dari

perspektif memfasilitasi pembangunan perkotaan, pemerintah harus mensubsidi asosiasi K/T

jika hasil dari penjualan lanah cadangan tidak cukup besar untuk mcmbny‘u konstruksi

prasarana. : :

Befdasarkan jadwal a!irmi dana tunai, jumlah dan wakiu perolehan dana akan dapat ditetapkan. _

'C. Analisis Scnsmwtas '
Analisis sensitivitas dilakukan dcng'm memperhaukml unsur—penenlu yang terpengaruh olch
keadaan cLstermI seperll mﬂ‘m dan suku bunga

(2) ldcntnﬁkasn Sumhcr Kcuangan Bagl Pm) ck K/T

_' Dl)akll]l bahwa proyek KIT memerlul\'m Jumhh pcngcluaran yang cukup besar sebelum
penjualan tanah cadangan dapat terlaksana. - Berikut adalah sumber kc_mngan vang
l_nc_mlmgkinkan bagi pelaksanaan pr_‘oycrk Kfl‘:

pnuaman bank komersml Plnjam'm ini mungkm .dijamnin oleh pemerintah dactah.

' {' \V’lklll pembayalan yang lumk akan dlbenl\'m sampai pada hhap penjualan !'m'ah
'- adangan dapat dllaksanak'm - : : -

- . penerbitan surat berharga yang l]]brllp‘lkall ])llljﬂill‘lll p'ula asosiasi konsohd’:si lamh
Syarat syalat chrl surat bcrharga harus bertcpﬁtan dcngan kcbuluh'm modal proyel\

o Pcnc_laﬁh:in Pcmbanglijl'!:kl.l_i Pra.sarana Régioiiab’l—_(aii'asail
Jil\a ler(hp'tt proyek sebagal pcmbangunan pras*nrana rcglonai/kqwasqn )ang dckal dengan '

B wlayah proyek K/T, mcnjadl lebih masuk akal apabila melaksanakan kedua proyek pada wakilu
yang bersamaan.  Pemerintah cherah karenanya harus mcmpcmmbangkan kemungkinan ini

- sesuai dengan rencana tah rmng dan progr'mmya l’ rasarana rcgional yang mungkin dilakukan

- integrasi dan smkromsasn terschut antara lam Jalan tol, j'llall arteri kawasm pencegah‘m banjir,
ST pcnsedm"m air dan scb'igam)'a '
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EN_EW\TIE‘ Pengabsahan/Legalisasi vack K/T
[olch Tc'un Pmmotm]

" Team promotor menyiapkan dokumen hukum yang (llsyaratk'm dalam pcnyclenggara‘m proyck
K/T dan’ pcnj'\bar'mnya yang akan dilegalisasikan dalam waktu deckat, untuk mcnerapkan
pembentukan asosiasi K/T yang melaksanakan rencana pelaksanaan proyck dan hasil dari

telaah kemungkinan pelaksanaannya yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

pcngabsahan/lcgalisasi proyck konsolidasi adalah sebagai berikut:

P e e - -

Penyusunan

Prosedur

RencanaPelaksanaan Perumusan ADJART asosiasi
. (rancangan) 2 K/T (rancangan)

L

© Pengumpulan surat
- pernyataan sepakat -

1 Pengumuman Rencana
| Pelaksanaan (rancangan)

]
Persetujuan Pendirtan ¥

Pengajuan Permohonan Pendirian

Asosiasi K/T

+

. Penyiapan Pertemuan
Musyawarah Pertama

]
'
Voo Asesiasi K/ 1

~ Gambar 4 'i:‘éta'Cata F‘orm’;ilizatiﬂh_.Pcﬁg‘a.bsahan Proj'ck K/’I‘ o

- 1. Perumusan Rencana Pelaksanaan (Draf)

‘Rencana pelaksanaan adalah suatu dokumen legal untuk mengindikasikan bagian mendasar

dari proyek, berdasarkan rencana kerja yang telah dlrumuskan pada tahap scbclumnya Isi dart
' rencam pelaksanmn terdm atas cmpat hal ulama '

loka31 dan bahs wﬂayah proyck

-~ garis-besar rancangan K/T,

jadwal pelaksanaan, dan

rencana kcuangan

Suatu ccintl_oh _da_ri_isi tprinci bagi rencana pelaksanaan terlihat seperti berikut =
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1. Badan Pelaksana proyek dan pelaksanaan
1.1. nama proyck
1.2, badan pelaksana =
2. Wilayah proyek -
2.1, lokasi wilayah proyck
] 2.2. peta batas wilayah :
2.3. pembuatan zona wilayah proyek
3. Garis-besar rancangan K/T
3.1. tujuan proyck
3.2. keadaan wilayah proyck saat ini
3.3. kebijakan rancangan
- 3.4. perbandingan penggunaan tanah scbclum dan scsud'lh proyek
3.5. perhitungan tanah cadangan
3.6. pembangunan dan perb’nkan rencana sarana umum
o 3.7 rencana K/T - .
4. Jadwal pelaksanaan proyck
5. Rencana keuangan
~ 5.1. peniasukan
5.2. pengcluaran
_- 5.3. rencana kewangan tahunan
6. Bahan acuan - '
6.1, ADIART asosiasi Kfl (drai) , ' -
6.2. pcnggambaran ke’tdaan saat ini, pcnggunaan tanah dan bangunan
- 6.3. rencana pcngguman tanah e

2 Perumusan AD/ART Asosms: K/T (Draf)

Peraturan yang mendasarl pelaksanaan K/T dan per\ﬂljudalmya yang akan dllegtslaSIkan dalam"
~ waktu dekat, secara mendasar menyatakan kegiatan asosiasi K/T. Tetapi, aturan rinci akan
dipérikS’t Sccarﬂ hati-hati dan didefinisikan oleh setiap asosiasi sesuai dengan keadaan
masing- masing. Aturan rinci dimaksudkan scbagai AD/ART a3051351 K/T dan draf discrtakan -
~pada rencana peclaksanaan sebagal ‘salah satu bahan acmn Unsur-unsur yang terk'nt
: didalamnya dapat dlrumusk'm scb’tgal berlkul o -

e nama dar; asos1a31 konsohda& tanah o
- -+ lokasi proyek ' e
- isi proyek - R
717 lokasi kantor 7
C2: metode pembaglan blaya : - : :
© - jumlah pclaksana dan pengawas syarat mereka tanggung quab dan metode pemlhhan
. mereka : SRR
o bagian yang {erkalt dengan pertemuan musyawarah
22 kurun waktu pelaksanaan proyek . -
- metode pengumuman kepada masyarakat
- . metode penggunaan tanah cadangan '_ ST
R bagian yang terkait dengan keputusan wﬂayah sebelum proyek .
- " bagian terkaltdcngan akuntasi o oS
1= bagian yang terkait dcngan evaluasi tanah L o
. _baglan yang terkalt dengan pembayaran eqmtas SRR A

CoMis
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3. Pengumpulan Pernyataan Persetujuan

‘Team promotor harus mengumpulkan Pernyataan Persetujuan tentang proyek K/T dari para
pemilik tanah scbagai bahan pengajuan permohonan pembentukan asosiasi pada pemerintah
dacrah. Sangat diharapkan dapat tercapainya pengumpulan 100% pernyataan persetujuan
sccara mufakat dari para pemilik tanah dalam wilayah proyek. (i jepang, 2/3 atau lebih dari

kesepakatan para pemilik tanah secara legal diperlukan bagi pelaksanaan suatu proyck K/T).

4, Permohonan Pembentukan Asosiasi K/T

Untuk membentuk asosiasi K/T, team promotor harus menyerahkan permohonan dengan
melampirkan dokumen yang dipersyaratkan ke mshnsi yang berwen'mg Dokumcn yang,
dibutuhkan antara lain: : ,

- draf rencana pelaksanaan, lum'isuk AD/ARI asosiasi Kﬂ

- Pernyataan Persetujuan para peniilik tanah dengan daftar pcnsctlumn dan lld’l}\ snlu;u
- salinan identitas peserta :

5. Pcrsi:\pan_ Pertemuan I\Iusyara\\'arah Pertama

Team promolor harus melakukan pcrsnap'm untuk pcrtemuan nnlsquqrah pcrt'ima sebelunmya
Persiapan terdiri dari bagian sepetti berikut:

- tempat dan waklu

- agenda " Ve

- tugas untuk pclaksanaan o

- pemberitahuan atas pemilihan pclaksana dan pengfiwas :

- pembcntahmn pemangglhn

L. N(,KA I_‘i'; Pctsc(ulu'm Asosras: KfF
loleh Pcmcrmtah Daerah]

. Mcmpel llhatk'm chcana Pclaksan'mn (quf) _ : S - ,
Karena salah satu dari ciri-ciri proyck K/T haruslah dllaksamkm secara demoklatls, nnka draf

dari pelaksanaan akan dlpcrhhalkan di kantor pemermhh dacrah schingga dengan demikian
para pihak yang terkait dapat menyerahkan surat tanggapan kepada pemerintah daerah.” Jika
- terdapat surat tanggapan yang diajukan, pemerintah dacrah harus memcriksa i lsmya dan jika -
~ diperlukan, akan memberi saran kepada team promotor demi pcrbalkau proyck Lama waktu
- cksibisi (memperlihatkan kepada khahyak umum atau masyarakat pcscrh K/T) (I'nl"_ .
pcncrimaan surat akan dltenlukan dalam peraturan K/I dan ])Clljfib"ll"mﬂy'l ‘ -

.:_1

2. Pclscuqu-m Pcmbcnlukan Asusnasn Konsohdasn'[‘anah X S L
Pemerintah dacrah harus mendukung pcmbemu!\'m asosiasi K/F sclelah pcmcnksqan surat g

tanggapan dapat diterima, kecuali jlka mfisahh yang sangat penhng d'm suht dltemuk'm dalam
pcrmohomnnya : . : . .

3. Pengumuman kcpad's Mas3 arakat tentang l’royek IQT ORI ; .
Pemerintah daerah harus mengumuimkan proyck K/T sccara tcrbuha pada kantor pemeumah .

. atau dengan cara-cara lainnya. langgal atau waklu pengumuman kcpada masyalakal ini sama '
“dengan pcsclujuan pcmbcnlukan asostasi KJT
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(JKAH § Pembentukan dan Mobilisasi Asosiasi
[oleh Unit Pelaksana Asosiasi KII‘]

- 1. Pendirvian Kantor Asosiasi IT

Kantor Asosiasi K/T didirikan di suatu tempat sebagaimana tercantum pada AD/ART asosiasi
K/T. Contoh organisasi scbagai unit pelaksana, yang jumlah staf‘nya tergantung pada besarnya
proyek, diperlihatkan sebagai berikut:

Ketua
Pelaksana

Pengawas

Wakil Ketuea

]
Pelaksana :
L - 1
Kepala Kantor H
H Petaksana _ :
¥ ' . e . o . )
- H S . : - : - 1
1 : N
1
S R 1 -
Para pelaksana 1| Staf Urusan S!afv o S Staf Staf Pekerjaan \
. 1 : Penwctakan- " l
1 . Umn Kompensasi Konstruksi !
1 o ulang S 1
1

S,

Gamb'u* S Contoh Olgamsam Satuan Pclaksana _

Contoh di alas mcnyahk'm secara tldak ifingsung bahwa k‘mtor pelakswna mcnjalankan banyal\
pekerjaan proyek K/T dan badan pelaksana menelapkan kegiatan- -kegiatan itu. Anggota badan
pelaksana adahh para wakll pemilik tanah yang secara resmi disclujui dalam pertemuan
© musyawarah pcrlfnm Dan staf kantor pelaksana harus tersedia dari Pemerintah Dacrah
sebagai bagian dari banluan teknik atau dari scktor swasta atas konlrak karcna kantor

_-r'pchlxsana ]nrus tersusun ﬂtas bebcmpa ﬂhll bld'mg bld'mg lcrsebut scpem akunhnsu, ahh
- ‘tckmk hukum dst : -

2 .Mt}hilis'_éis'i Suii:béi‘ KeiianéanlSuinbcrdaj*a Manusia
(1) l’cn 1cmmn Musy'iwarah Pcl(am'l
-' Unluk mcmoblhmsn asosiasi, pcrtcmuan musyawamh peltama d}hksanakqn olch para '

: jmﬂohon penclman asosnsl K/T. Pertemuan musya\-.arah dladakan setelah pengumuman
pzoyek K/I (selann salu bulan) Salah satu contoh acara perlcmum lCl‘S’ljl sebag‘n berlkut
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Tabel 2: Contoh Acara untuk Pertemuan Musyawarah Pertama

Butir untuk Laporan | - Kegiatan dan pembelanjaan di muka untuk mendirikan asosiasi K/T.
Butir untuk Kepulusan - Peraturan rinci bagi Kantor, Pengawasan, Kontrak kerja, Rekening -
- Anggaran Tahun Fiskal Pertama :
- Utang Tahun Fiskal Pertama
- Peonunjukan Bank
B o - Lain-lain
Butir untuk Panduan - Sistem K/T < R
C o | - - Penilaian kembali data luas
- Pengendatian kegiatan pembangunan
- Permohonan hak :
~ " Jadwal setelah Pertcmuan Mus_', awarah Perlama

: (2) Pengumuman Pelaksmﬂ (]‘m Pengaw as yang dmngkat

Nama para pelaksqna dan pcngawas yang dipilih pada pcrtcmmn musyaw*uah pcrtama
diumumkan dcngan suatu cara sebagalmana d!temukan oleh AD/ART asosiasi K/T. :

(3) Pcrmohonan untuk Pcrubahan Hak Atas [‘anah

Paaa pemlllk tanah harus melapor dengan suatu bemuk permohonan blh hak atas nmh mereka
bcrubah - o

(4) Mobilisasi Sumbcr Kcuangan ) ;

Ca Pengatu:an Pm]aman Komersual ‘ L :

- Unit pelaksana asosiasi K/T harus menylapkan dokumcn untuk pemmjam'm d:banlu oleh
Satuan Tugas di Pemerintah Daerah. 'Bila suatu jaminan diminta oleh Pemerintah Dacrah,

~ Satuan Tugas harus mempersiapkan pengaturan yang dlperhlkan untuk mendapal persclu;mn
dari Dcwm Pcrwakllan Rakyat Daerah - o '

b, Pcngcluaran Surat Tanggungan e SR SR N
. Satmn Tugas Pemerintah Daerah harus menglkull tata cara y’mg dlperlukfm d'ilam upaya
mendapat perselujuan DPR Daerah untuk mengeluarkan surat langgungan jangka menengah
dan jangka-panjang dan atas peminjaman (on- lend) kcpach asosiasi K/T. Sctelah mendapat
persetujuan, - Satuan Tugas harus membuat pcrjanpan dengan badan l\euangan yang' :
: mempertanggungkan surat Jamlmn dan dengan asosmm K/I‘ atas pcrsyaratan pemmjaman '

'c. Sumbangan olch Pcmermtah PusatlDaerah

Satuan Tugas pada Pemcrm!ah Daerah harus membmt pengaluran ﬁskai untuk pembayaran .
sub51d1 pemerintah. S R S :
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ﬁ;ANQflﬁ(ﬁAll})J Perancangan Pemetakan-ulang/Rencana Pemetakan-ulang Sementara
ioleh Unit Pelaksana Asosiasi K/T} '

Rencana pemetakan-ulang dlmaksudkan scbagm hngkah unluk mcncnluk‘m b'tgaumm
mengalokasikan petak-ulang kepada blok-blok sctelah proyck.  Sebelum  pembagian
pemetakan-ulang dilaksanakan, unit pelaksana harus menunjuk petak-ulang yang dapat akan
~ digunakan kepada para pemilik tanah sementara, scl‘mm konstruksi prasarana, sesuai dengan
konsep perancangan (desain) pemehkan ulang. - Pcrancangan pemetakan-ulang harus
dirumuskan berdasarkan perancangan  standar pcmctak'm -ulang  yang disetujui  dalam
periemuan musyawarah. Tata cara untuk merumuskan konsep perancangan pemctakan- ul‘mg
setelah pertemuan mu'syﬂwarah pertama digambaikan dalam garis besar sebagai berikut:

* Perumusan standar .
Perancangan Pemetakan- 4
ulang (draft) '

Y

Pertemuan Musyawarah (2)

v

" Perumusan Rancangan
- Pemetakan-ulang (draft)

Perumusan standar evaluasi
tanah (deaft)

1

' Pulemuan Penyuluhan alas |
.1 pemetakan-ulang sementara bagi |
-1 - pemilik tanah perotangan i

Gambar 6.:"'1_‘é|ta Cara 'Pcm:_tap'én_ Fcnwtakan-iﬂm@ Sementara

1. Perumusan Standar untuk Peniiaiah_ Tanah (D:_r'ai)' AR

Ciri ulama penilaian tanah dalam proyck K/T bérséngkutan dengan kegiatan untuk menilai
scjumlah besar b:dang bidang (kaveling) tanah secara serempak baik sebelum maupun sesudah
proyek, dalam artian bahwa maksud penilaian tanah adalah untuk 1110111bandmgkan dua nilai
- bidang tanah scbelum dan sesud‘nh proyek dan 111cnd1patkau nilai yang meningkat yang layak
“dari tanah setelah proyek. Pembagian pemehkan ulang dan pcmbayaran ekuntas (hak)
dllakukan atas dasar pemlalan lanah tersebut B

' _'__-'Karena pemlalan tanah adalah dasar dalam mcmngam scuap kek’l}"lal‘l pemlllk tanah secara _
- adil dalam wilayah proyek, maka perlu untuk mcnetapkan standar yang layak- dalam pcmlalan _

'lanah Ada beberapa standar untuk menilai tanah, antara lam dengan sistem zona, merigacu

kepada harga pasar nyata, dengan Jarak dari suatu fasilitas yang pemmg, dengan pcngahman'
para ahli, atankah dengan nilai jalan dst, Bagalmanapun dalam suatu proyek K/T, suatu cara

pcmlalan lanah harus dlrumuskan dan disetujul dalam pertemuan musyawarah Standar harus
B memperilhalkan cara penghllungan dan faktor-faktor untuk pemlalan tanah secara rinci. '
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2. Perumusan Standar untuk Pemectakan-ulang (Draf)

Agar dapat mclakukan perancangan pemctakan-ulang, suatu standar perancangan harus
dirumuskan dan disctujui dalam pertemuan musyawarah. Cara pemetakan-ulang umumnya
diklasifikasikan di dalam cara perancangan pemetakan-ulang wilayah (yang selanjutnya dibagi
dalam dua cara yakni dengan sumbangan tetap dan dengan sumbangan bagian dcpnn) dan
metode perancangan pemetakan-ulang berdasar penilaian (secara propmswml) Hanya
pcmclakfm ulang wilayah dcngan sumbangan tetap yang kini dlgumkan untuk proy: ck K/T di
Indonesia, scdangk'\n cara pcnmcangan pcmcmkan ulang berdasar penilaian _secara
proporsional biasanya digunakan untuk proyck- proyck di Jelmm, Cara untuk ployck K/t
harus dipilih dengan mempertimbangkan kcmungknmn pcncnapau tckms dan kcmungkumn
diterimanya oleh para pemilik tanah. :

Butir-butir berikut adalah contoh isi dalam standar.

- Perumusan istilah-istilah teknis

- Penentuan wilayah data :

- Metode perancangan pemehk‘m ulang
- Lokasi petak-ulang

- Metode perhitungan luas petak- ulang
- Bentuk petak-ulang

- Metode evaluasi tanah

- Butir-butir tentang hak atas tanah

- Lain-lain o

3. Pcl temuan Musvftwal ah (2)

Pertemuan n1usy'1\\'ar'1h ini dlad'lk‘lll 1gar mendapatk'm perseuuuan pemlhk tanah atas shn(hr S
evaluasi tanah maupun puancangan pemctak‘m ulang ' '

4. Perumusan Pcrancangan Pen_lctakmi-'ulnng (I)ml)

Sesuai dengan standar perancangan yang disctujui, kemudian dipersiapkan perancangan

pcmehk“m ulang (draf) yang akan menjadi das*nr' datam pemb'igian pemetakan- ill’lng
sementara. - Pekerjaan ini dlhngsungkm p’tda peta berskala 1/1.000, hingga 17500 dldasarkﬂn
atas surve hpangan #)] d'm (3) dan tala cara rmcl dlperhhatkan d‘lhm lampnan A

'Pcr‘mcangan pemehkan ul'mg adahh pmses penenluan pcmelfikan ulang lerhadap hal hal -
yang harus dipertukarkan untuk bld'mg aslmy'l scbelum proyck dalam. sudut pandang lokasi,
~wilayah dan bentuk. Prinsip pcrancangan pemetakan-ulang adalah untuk menj'mnn kondisi
nilai dan uulltas yang ada tetap scpad'm dan untuk l'llCl'ﬂpCll'lkllk"ill setiap pcmchk'm ulang'-
secara wajar. - Yakni, setiap pcmelakqn ulang harus sesuai dengan bldan;, yang asli da!anf
- faktor-faktor seperti lokasi, luas, kcada'm tanah, akscs terhad'ip pasok'm air, status pengghiaan:

tanah dan lingkungan. : Namun, sering tidak- mungkm unfuk- membmt semua f'lktOr 1111_ o

bcrqesuman karena peningkatan prasarana: seperti Jalan “Dalam plOSCS pcrancangan .
- pemetakan- ulang, karenanya diminta mencari prmslp prmsnp kesesualan atau kelerkallan R
' semuh yang dap‘tt dlhkukan

- M20
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{LANGKAII lﬂl Pengaw ﬁs'mll’engcmlahan atas Kegiatan Asosiasi /T
[oleh Pemerintah Daerah]

Scpanjang tahap pelaksanaan proyck K/T, tugas utama Pemerintah Dacrah adalah untuk
mengawasi  dan mengendalikan  kegiatan asosiasi atas pengelolaan  pertanahan  dan
pcmbang,un"m prasqrana Tugas Pcmcrmtah Dacrah diperlihatkan sebagai berikut.

T‘lbcl I‘ugas Ut'mm Pemcl mhh Dacmh Scp'm]'mg Tahap Pchksaman

Pengelolaan Tanah . Pembangunan Prasarana . Lain-lain
- Pengawasan atas perancangan | - Pengawasan atas rencana - Kehadiran pada pertemuan
pemetakan-ulang dan rencana | . konstruksi dan keteknikan. - musyawarah scbagai
- pemetakan-ulang sementara. . | - Pemantauan kemajuan atas ~ pengamat.
- Pengawasan/persetujuan 'liElS- * pekerjaan konstruksi. © © |- Persetujuan alas pembagmn
rencana pemetakan-ulang. Pemeriksaan atas prasarana asosiasi K/T.
- Pengaluran penguasaan tanah. |~ yangsudah selesai. ' o
- Pendaflaran petak-ulang, _—

M2l
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